




TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP “PITAGGALLANG TANA” 
DALAM HUTANG PIUTANG DI DESA PARIGI KECAMATAN 







Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum 
(S.H.) Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama 
pada Fakultas Syariah dan Hukum 





NIM : 10100114088 
 
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 





PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama    : Iwan 
NIM    : 10100114088 
Tempat/Tanggal Lahir : Mandalle’/27 Juli 1993 
Jurusan   : Hukum Keluarga Islam/Peradilan Agama 
Fakultas   : Syariah dan Hukum 
Judul                 : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
"PITAGGALLANG TANA" DALAM HUTANG 
PIUTANG DI DESA PARIGI KECAMATAN 
TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA". 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN 
HUKUM ISLAM TERHADAP "PITAGGALLANG TANA" DALAM HUTANG 
PIUTANG DI DESA PARIGI KECAMATAN TINGGIMONCONG 
KABUPATEN GOWA" adalah benar hasil karya penyusunan sendiri. 
Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, 
dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan 
penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum. 
 
       Gowa,   22   Agustus  2021 M 






   Iwan 







Skripsi yang berjudul, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
"PITAGGALLANG TANA" DALAM HUTANG PIUTANG DI DESA PARIGI 
KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA", yang disusun oleh 
Iwan, NIM : 10100114088 mahasiswa Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam pada 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan 
dipertahankan dalam siding Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 
tanggal 16 Agustus 2021 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 H, 
dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama 
(dengan beberapa Perbaikan).  
 Gowa, 20 Agustus 2021 M
 11 Muharram 1443 H 
DEWAN PENGUJI : 
Ketua           : Dr. H. Muammar Muahammad Bakri, Lc., M.Ag. (.........................)            
Sekretaris : Dr. Marilang, S.H., M.Hum.                     (.........................)            
Munaqisy I : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.                       (.........................)            
Munaqisy II : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.                        (.........................) 
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.           (.........................)            
Pembimbing II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.                                       (.........................) 
Disahkan oleh:   
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 






Dr. H. Muammar Muahammad Bakri, Lc., M.Ag. 





Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan 
semesta alam yang telah menciptakan ruang dan waktu sehingga penyusun 
mampu menjalani aktivitas sebagaimana seorang hamba, serta Dialah yang 
pemilik dari segala ada yang telah memberikan berkah hidup diantaranya 
kenikmatan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nyalah penyusun menyerahkan diri dan 
menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas penyusun 
mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT.  
Shalawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada salah satu putra 
gurun pasir yang lahir sebagai penerang atas segala kegelapan hidup manusia, 
yang digali keburukannya maka akan semakin terlihat kebaikannya. Beliau ialah 
Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang juga beserta keluarga, dan para 
sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam serta membawa dunia menuju 
jalan kehidupan yang berperadaban.  
Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap “Pitaggallang 
Tana” dalam Hutang Piutang di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 
Kabupaten Gowa”, disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 
Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah semata 
untuk mencapai tujuan akhir dari dunia kampus, melainkan salah satu bekal 
aktualisasi kemanusiaan.  
Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran 
tangan berbagai pihak. Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang 
dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat do’a, motivasi dan 
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kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan 
terkendali dengan baik.  
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, 
banyak sekali pihak yang membantu Penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
Untuk itu, maka Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada : 
1. Orang tua tercinta, yakni Ayahanda Ramang Dg. Tiro dan Alm. Ibunda 
Hanapia Dg. Rimang dengan penuh kasih sayang, pengorbanan serta 
dukungannya baik berupa materi, nasehat dan doa’ yang tulus sehingga 
dapat menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menjalani segala 
aktivitas kehidupan. 
2. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar. 
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor III, 
yang juga sebagai mantan Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. 
4. Bapak Dr. Muammar Muhammad Bakry, M.Ag., selaku Dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum, Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd., 
Wakil Dekan II Bapak Dr. Marilang, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III 
Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. 
5. Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama 
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
6. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S. dan Ibu Dr. Hj. Patimah, 
M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan 
pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing 
penulis.  
7. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I, selaku mantan Ketua Jurusan Peradilan 
Agama Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
8. Bapak Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag dan Bapak Drs. H. Muh. Jamal 
Jamil, M.Ag. selaku penguji yang telah memberikan saran dan pengarahan 
serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyempurnaan skripsi.  
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9. Ibu Siti Aida selaku Kepala Desa Parigi dan Bapak Hizbullah Ardan 
selaku Sekretaris Desa Parigi beserta jajarannya yang telah memberikan 
fasilitas, waktu, tempat dan bantuannya selama penelitian dan semua pihak 
yang telah membantu baik moril maupun materil. 
10. Sahabat sekaligus kawan-kawan seperjuangan saya, Muh. Rahim R, S.H, 
Rusdin Tacci, S.H, Muhammad Haidar Alhadar, S.H, Subair, S.H, Nawir, 
Nurum, S.H, M.H. Nur Atira Ali, S.H., M.H. serta teman-teman yang lain. 
Terima kasih untuk kesabaran dan dukungan semangat, serta semua 
bantuannya selama ini.  
11. Teman-teman angkatan 2014 khususnya Kelas Peradilan Agama B serta 
adik-adik di PA yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 
untuk semua kebersamaan dan bantuannya selama ini. 
12. Kakanda dan Ayunda serta Kawan-kawan seperjuangan di berbagai 
organisasi khususnya UKM Seni Budaya eSA, Himpunan Mahasiswa 
Islam, Rumah Belajar Paradox, HIPMA Gowa serta berbagai lembaga dan 
komunitas yang tidak sempat penulis sebutkan semuanya. Terima kasih 
telah memberi pengalaman dan ilmu yang sangat berharga. 
13.  Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Terkhusus kepada Fikra Wahyuni yang senantiasa mengawal, membantu 
dan menjadi motivator dalam penyusunan skripsi ini. 
Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna di kemudian hari 
dalam memberikan informasi dan manfaat kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
       Gowa, 16 Agustus 2021 
       Penulis,    
           
         
         I w a n 
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ḥ ha (dengan titik di bawah) 
 خ
Kha 
Kh kadan ha 
 Dal D De د
 (Żal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 syin Sy esdan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
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 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع
 gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 qaf Q Qi ق
 kaf K Ka ك
 lam L El ل
 mim M Em م
 nun N En ن
 wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostof ء
 Ya Y Ye ي
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 




Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 










Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I اِ
 ḍammah U U ا َ
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥahdanyā’ Ai ىَ 
 
a dan i 
 




Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




 ramā : َرَمى
 qila : قِْيلََ
 yamūtu : يَُمْوتَُ
 
3. Tā’Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. 
Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 











fatḥah dan alif 
atau yā’ 
Ā a dan garis di atas 
 Kasrah dan yā’ I i dan garis di atas ى
 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ىو
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah  itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
 raudah al- at fāl: َرْوَضةَُاْألَْطفَالَِ
 al-madinah al-fādilah : اَْلَمِدَْينَةَُاَْلفَاَِضلَةَُ
 al-hikmah :  اَْلِحْكَمةَُ
 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika hurufََى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  .(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i ,(ىِىَ 
 rabbanā :  َربَّنََا
ْينََا  najjainā :  نَجَّ
قَِ  al-haqq :  اَْلحَّ
مََ  nu”ima :  نُع ِ




Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah, maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 
Contoh : 
 (Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly‘ :  َعِلى َِ
 .(Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby‘ :  َعَرَبِى َِ
 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ََلا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
 (al-syams (bukanasy-syam :  اَلشَّْمسَُ
ْلَزلَةَُ  (al-zalzalah (bukanaz-zalzalah :  اَلزَّ
 al-falsalah :  اَْلفَْلَسفَةَُ
 al-bilād :  اَْلبَََلَدُ
 
6. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
 ta’murūṭn :  تَأُْمُرْوَنَ
لنَّْوعُاََ   : al-nau’ 
 ’syai :  َشْيءَ 




7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,  istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (darial-Qur’ān), 
alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh:  
Fi Zilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwin 
Adapuntā’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalālah, ditransliterasikan dengan  huruf [t]. contoh: 
للاَِفِْيََرْحَمِةََهُمَْ   : hum fi rahmatillāh 
 
8. Lafẓal-Jalālah(للا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
 dįnullāh :  ِدْيُنَللاَِ
  hum fi rahmatillāh : هُْمَفِْيََرْحَمِةَللاَِ
9. Huruf Kapital 
Walau sistemtulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
Contoh: 
 WamāMuhammadunillārasul 
 Inna awwalabaitinwudi’alinnāsiIallazi bi Bakkatamubārakatan 
 SyahruRamadān al-laziunzilafiih al-Qur’ān 
 Nasir al-Din al-Tusi  
 Abu Nasr al-Farabi 
 Al-Gazāli 






Nama  : Iwan 
Nim  : 10100114088 
Judul : Tinjauan Hukum Islama Terhadap Pitaggallang Tana dalam 
Hutang Piutang di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 
Kabupaten Gowa 
  
Pokok masalah penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pitaggallang Tana dalam Hutang Piutang di Desa Parigi Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut selanjutnya 
dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah yaitu: 1) Pandangan hukum Islam 
terhadap “Pitaggallang Tana”  yang terjadi di Desa Parigi Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa, 2) Proses “Pitaggallang Tana” dan 
pengelolahannya, 3) Hutang piutang dengan adanya “Pitaggallang Tana” yang 
terjadi di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 
 Jenis penelitian tergolong field research kualitatif deskriptif, dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar’i, formal,  yuridis 
serta normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data 
penelitian adalah data primer yang diperoleh dari sumber pertama dan utama yang 
dilakukan secara langsung melalui field research atau penelitian lapangan 
meliputi wawancara dan observasi (partisipatif dan non partisipatif) dengan para 
informan dan responden dalam penelitian, data sekunder yang diperoleh melaui 
library research atau penelitian kepustakaan, data tersier yang bersumber pada 
buku-buku hukum, literatur hukum, kamus hukum dan bahan lain dalam bentuk 
tertulis. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 
dan wawancara. Lalu tekhnik pengolahan dan analisis data terdapat tiga tahapan: 
pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pitaggallang tana yang 
terjadi pada masyarakat di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten 
Gowa pada umumnya adalah disebabkan adanya transaksi hutang piutang. Latar 
belakang terjadinya hutang piutang dengan adanya proses pitaggllang tana ialah 
berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak, tambahan modal serta 
kebutuhan lainnya. Dalam prosesnya pihak penggadai (rahin) mendatangi pihak 
penerima gadai (murtahin) dengan meminta sejumlah uang sebagai hutang dan 
memberikan sawah sebagai jaminan. Adapun transaksi akad yaitu dengan sistem 
kekeluargaan atas dasar kepercayaan tanpa melibatkan pemerintah sebagai 
penyedia legalitas serta tokoh agama sebagai pendamping terkait rujukan hukum 
Islam. Hak penguasaan, pemanfaatan/pengelolahan sawah sepenuhnya di tangan 
pihak penerima gadai (murtahin) hingga pelunasannya dengan batas waktu yang 
tidak ditentukan.   
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Masyarakat dalam melaksanakan 
proses pitaggallang tana agar kiranya lebih memperhatikan aturan-aturan dalam 
bermuamalah khususnya gadai menggadai barang agar tidak melenceng dengan 
Syari’at Islam. 2) Dalam proses akad mestinya melibatkan tokoh pemerintah 
ataupun tokoh agama. 3) Meperhatikan rukun dan syarat sah dalam gadai, 
memberi batasan waktu serta menjadikan pandangan hukum Islam terkait 
pengelolahan/pemanfaatannya agar tidak ada yang dirugikan. 4) Dalam hal 
pitaggallang tana di Desa Parigi, masyarakat bersama pemerintah, pemangku adat 
dan tokoh agama seharusnya melakukan peninjauan ulang, penyuluhan, sosialisasi 
terhadap pentingnya peningkatan pemahaman serta kesadaran terkait prosesi 







A.  Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia atau setiap individu tidak 
pernah terlepas dari permasalahan dalam menjalani kehidupannya, yang pada 
fitrahnya setiap individu dalam menjalani proses kehidupan sosialnya juga 
membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial 
kebutuhan manusia sangat beragam. Terkadang secara pribadi manusia tak 
mampu memenuhinya. Maka dibutuhkanlah proses mualamah dalam hal ini 
tolong menolong. Dalam kehidupan bermasyarakat tolong menolong merupakan 
suatu keharusan. Tolong menolong adalah hal yang sangat sering kita temui di 
dalam kehidupan bermasyarakat seperti gotong royong yang masih sering 
dilakukan di masyarakat pedesaan untuk menyelesaikan atau memenuhi 
kebutuhan seseorang ataupun untuk kebutuhan suatu kelompok dan juga demi 
kebutuhan bersama.  
Bentuk tolong menolong di dalam kehidupan bermasyarakat sangat 
banyak, baik itu tolong menolong berupa bantuan dalam bentuk tenaga ataupun 
berbentuk materi. Sesuai dengan kebutuhan seseorang yang membutuhkan 
pertolongan. Hubungan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhannya, harus 
memiliki aturan yang menjelaskan terkait hak dan kewajibannya yang berdasar 
pada kesepakatan. Proses dalam membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan keduanya, lazim disebut sebagai proses untuk berakad.1 Seperti halnya 
 
 1Dimayuddin djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 
2010, h. 47. 
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muamalah dianjurkan dalam islam agar manusia hidup saling tolong menolong 
dengan manusia yang lainnya. 
Islam adalah ajaran kemanusian yang merupakan rahmat bagi seluruh 
alam, ajaran yang sempurnah (komprehensif) kompleks dan dinamis yang 
memerintahkan kepada penganutnya secara eksplisit untuk senantiasa menjalin 
hubungan yang baik dan mengedepankan nilai-nilai Islam secarah kaffah (total), 
menyeluruh dan utuh, diantaranya perintah untuk saling tolong menolong yang 
pada dasarnya untuk membatu melepaskan kesulitan atau kesusahan orang lain 
tanpa memandang siapa atau golongan apa yang akan diberikan pertolongan, akan 
tetapi menolong siapapun itu adalah suatu keharusan. Salah satu ayat yang 
memerintahkan untuk saling tolong menolong di dalam QS al-Maidah/5:2, yaitu: 
   َ َ َ ََ َ  َ َ  َ  ََ َََ
 ََ َََ 
Terjemahnya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.”2 
 
 Ayat di atas telah jelas bahwa perintah untuk tolong menolong dalam 
kebaikan adalah suatu keharusan. Tolong menolong yang sifatnya mengarah 
kepada kebaikan dan takwa akan tetapi bukan untuk tolong menolong dalam 
berbuat kejahatan ataupun sesuatu yang dilarang. Sebab tolong menolong dalam 
kehidupan manusia sangat banyak cara untuk melaksanankannya, baik itu 
sedekah, jual-beli, hutang piutang dan sebagainya. 
 
 2Depertemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali, (Bandung: CV 
Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 106. 
3 
 
Tolong menolong dari segi materi bukan hanya memberikan uang ataupun 
harta benda (sedekah) kepada orang lain, akan tetapi ada juga tolong menolong 
yang sifatnya berbentuk pinjaman, disebut sebagai al-ariyah artinya memberikan 
bantuan harta benda kepada orang lain untuk melepaskan atau membantu 
mengatasi masalah yang dihadapi seseorang atau dengan tujuan orang tersebut 
bisa mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa merusak dan dikembalikan 
sesuai dengan kesepakatan. Bantuan dalam bentuk pinjaman ini sangat banyak 
dan sangat sering ditemukan di dalam kehidupan masyarakat. Tolong menolong 
yang merupakan perintah di dalam Islam merupakan suatu yang sangat penting 
untuk kehidupan manusia. Dalam muamalah tolong menolong ini merupakan 
suatu prinsip yang menjadi acuan yang sangat penting dalam menjalani proses 
kehidupan bermasyarakat. Dalam bermuamalah yang pada intinya merupakan 
upaya untuk berbuat kebaikan dengan membantu memudahkan kesulitan, 
kesusahan atau memberikan solusi terkait masalah yang telah dialami orang lain. 
Tolong menolong dalam bentuk pemberian pinjaman untuk membantu 
melepaskan kesusahan seseorang merupakan hutang piutang yang mewajibkan 
bagi si Peminjam atau yang ditolong untuk mengembalikan pinjamannya dalam 
jangka waktu tertentu atau tanpa batasan waktu sesuai kesepakatan kedua belah 
pihak antara yang memberikan bantuan dan yang diberi bantuan atau dengan kata 
lain yang memberikan pinjaman dan yang meminjam. Namun ada juga hutang 
piutang yang kesepakatannya menghadirkan adanya sebuah jaminan atau 
menggadaikan harta benda sebagai jaminan. 
Di dalam kehidupan masyarakat pedesaan banyak terjadi hutang piutang 
yang kesepakatannya menghadirkan jaminan untuk meyakinkan si Pemberi 
pinjaman ketika memberikan pinjaman. Bentuk jaminan yang banyak diberikan 
oleh si Peminjam adalah harta yang dimilikinya seperti rumah ataupun sawah ada 
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juga yang terjadi dalam bentuk binatang ternak seperti sapi, kuda, kambing dan 
lain-lain.  
Pemilik barang gadai atau yang diberi pinjaman disebut Rahin dan orang 
yang memberikan pinjaman yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta 
menahannya sebagai jaminan disebut Murtahin. Sedangkan barang yang 
digadaikan sebagai jaminan disebut rahn.3 Dalam fiqih Islam perjanjian gadai 
disebut sebagai rahn yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan 
hutang atau disebut sebagai jaminan dalam hutang piutang. 
Hutang piutang yang terjadi dalam masyarakat khusnya di Desa Parigi 
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang dalam kesepakatannya 
mengharuskan adanya jaminan dikenal dengan istilah “Pitaggallang” secara 
harfiah adalah rahn (gadai) yang berarti melakukan hutang piutang dengan 
menjaminkan sesuatu. Sedangkan jaminan dalam bentuk harta benda yang berupa 
tana (sawah) disebut “pitaggallang tana” yang artinya memberikan jaminan 
berupa sawah yang dalam prakteknya adalah jaminan yang berbentuk fisik beserta 
pengelolahannya, sehingga yang lumrah terjadi adalah sawah yang dijaminkan 
dikuasai dan dikelolah oleh pemberi pinjaman. 
Bentuk jaminan yang terjadi di dalam masyarakat yang ditemukan oleh 
penulis merupakan jaminan yang berupa sawah yang kemudian jaminan tersebut 
berupa fisik atau sawah secara langsung bukan berupa sertifikat, sehingga 
penguasaan terhadap lahan dalam bentuk pengelolahanya dikuasai atau dikelolah 
oleh si Pemberi pinjaman. Kemudian hasil dari pengelolahan tersebut menjadi 
milik sementara si Pemberi pinjaman yang menguasai dan mengelolah sawah 
tersebut. Dasar hukum adanya jaminan atau rahn dijelaskan dalam QS. al-
Baqarah/2:283 Yaitu :  
 
 3Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Cet. I; Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2006), h. 187. 
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َ َ  َ َ ََ  َ َ َ ََ…ََََ 
Terjemahnya:  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.4 
Dari beberapa pemahaman terkait dengan dalil di atas jumhur ulama 
menjelaskan bahwasanya secara konteks bahwa praktek gadai menggaidai 
diperbolehkan dalam Islam. Jika kebutuhan tersebut mendesak hingga disebut 
sebagai illat terdesaknya kebutuhan yang bersifat umum. Dari dalil Al-Qur’an  
tersebut Rasul juga pernah mempraktikkan gadai, diperkuat juga dalam hadits 
Nabi Muhammad SAW sebagai berikut : 
َللاََُعلَْيِهَوََ ََصلَّ ِة؛َْوِدىَبِاْلَمِدْينَيَهًََُعالَهُ،َِعْندََآِلِهََوَسلََّمَِدرََْعْنَأَنٍَس،َقَاَل:ََرَهَنَالَّنِيَّ
(رواهَأحمدوالبخرى) أِلَْهِلِهَهََُشِعْيًراََوأََخذَِمنََْ  
Artinya : 
“Dari Anas, ia berkata ; Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju 
perangnya kepada seorang Yahudi Madinah. Dari gadaian itu Rasul 
mengambil utang gandum kepada Yahudi itu untuk keluarganya”. (HR. 
Ahmad dan Bukhari)”.5 
 Tolong menolong yang merupakan prinsip muamalah adalah memberikan 
bantuan untuk melepas kesusahan orang lain yang membutuhkan, yaitu tolong 
menolong yang berupa hutang piutang dengan menghadirkan jaminan tanpa 
mengedepankan keuntungan, yang berarti tidak menambah beban atau kesusahan 
orang yang diberikan bantuan walaupun adanya jaminan. Sebab tolong menolong 
yang mengharapkan keuntungan disebut riba. Akan tetapi dalam kasus yang 
ditemui oleh penulis ini, bentuk hutang piutang yang memberikan jaminan sawah 
tersebut yang semestinya sawah tersebut dikelolah oleh si Peminjam untuk 
 
 4Depertemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali, (Bandung: CV 
Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 49. 
 5Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 260. 
6 
 
menghasilkan keuntungan tidak lagi dikelolah oleh si Peminjam, akan tetapi 
dikelolah oleh si Pemberi pinjaman yang berarti hasil dari sawah tersebut 
menghasilkan keuntungan untuk si Pemberi pinjaman, sedangkan hutang dalam 
bentuk uang yang diambil oleh si Peminjam tidak berkurang atas keuntungan dari 
pengolahan sawah si Pemberi pinjaman karena menganggap hutang yang berupa 
uang harus dikembalikan dalam bentuk uang. Dari uraian tersebut di sini kita bisa 
menarik kesimpulan bahwa persoalan pemahaman masyarakat pada umumnya 
masih kurang dalam memahami antara muamalah dan riba. Sehingga dalam 
pelaksanaannya masih lazim terjadi praktek muamalah yang berujung pada riba. 
Dari penjelasan di atas hutang piutang yang menjaminkan sawah sebagai 
harta benda yang digadaikan merupakan bentuk dari tolong menolong bukan lagi 
melepas kesusahan si Peminjam akan tetapi menambah kesusahan atau masalah si 
Peminjam karena harus mengembalikan pinjamannya dalam bentuk uang. Akan 
tetapi sawah yang semestinya menghasilkan keuntungan tidak lagi dikelolah oleh 
si Peminjam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi 
di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 
Desa Parigi merupakan salah satu desa yang terletak di area pegunungan 
sebelah timur Kabupaten Gowa yang jaraknya dari kota kabupaten kurang lebih 
60 km, sebelum Malino. Desa Parigi juga merupakan salah satu desa yang sangat 
strategis dalam hal pertanian seperti sawah, ternak, kebun dll. Meskipun Desa 
Parigi terbilang dekat dengan kota dan keseharian masyarakatnya bersentuhan 
dengan hal-hal yang berbau modern, namun mayoritas masyarakat Desa Parigi 
masih awam dan masih terbilang minim dalam hal pendidikan khususnya para 
petani. Bahkan dalam aktifitas hutang piutang dengan adanya “Pitagallang Tana” 
masih lazim terjadi sesama masyarakat. Maka dari itu penulis mengambil 
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kesimpulan dan tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Parigi Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa tersebut. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus 
1. Fokus Penelitian  
Fokus penelitian merupakan suatu proses pemusatan konsentrasi dalam 
melakukan proses penelitian terhadap tujuan yang akan diteliti. Fokus penelitian 
harus dijabarkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum 
melaksanakan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parigi Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa dengan melakukan tinjauan pustaka, 
wawancara terhadap pemerintah dan masyarakat setempat serta kepada pihak-
pihak yang bersangkutan serta mengambil data-data yang dianggap perlu dalam 
pelaksanaan penelitian tersebut. 
Adapun fokus penelitian penulis yaitu : 
a. Tinjauan Hukum Islam terhadap “Pitaggallang Tana” dalam masyarakat di 
Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 
b. “Pitaggallang Tana” dan pengelolahannya  
c. Hutang piutang yang terjadi di masyarakat dengan adanya “Pitaggallang 
Tana”. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan agar tidak terjadinya 
kesalahpahaman, maka dari itu peneliti memberikan definisi terkait pembahasan 
skripsi ini yang di dalamnya membutuhkan beberapa penjelasan mengenai 
pembahasan yang berkaitan dengan judul yakni ; “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap “Pitaggallang Tana” dalam Hutang Piutang di Desa Parigi Kecamatan 




 Adapun deskripsi fokus penulis yaitu : 
a. Tinjauan hukum Islam berarti meneliti permasalahan yang berkaitan dengan 
hukum Islam. 
b. Menjaminkan harta benda, “Pitaggallang tana” berarti adanya jaminan 
berupa sawah yang dijadikan barang gadai dalam hutang piutang. 
c. Hutang Piutang berarti adanya proses tolong menolong sesama umat manusia 
(muamalah). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu penulis 
merumuskan pokok masalah terkait bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
“Pitaggallang Tana” dalam Hutang Piutang di Desa Parigi Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, 
maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai 
dengan judul di atas, yaitu: 
1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap “Pitaggallang Tana” yang 
terjadi di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa? 
2. Bagaimanakah “Pitaggallang Tana” dan pengelolahannya yang terjadi di 
Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa? 
3. Bagaimanakah hutang piutang dengan adanya “Pitaggallang Tana” yang 
terjadi di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa? 
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
“Pitaggallang Tana” dalam Hutang Piutang” di Desa Parigi Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa”. Peneliti menemukan beberapa referensi yang 
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berkaitan dengan judul skripsi yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam 
penelitian ini, di antaranya : 
Pertama, buku Dimayuddin djuawaini, yang berjudul “Pengantar Fiqh 
Muamalah”. Pembahasan dalam buku ini merujuk ke persoalan fiqh Islam yang 
pada dasarnya pembahasan tentang nilai-nilai Islam terkait tatacara, aturan atau 
rambu-rambu dalam menjalani kehidupan. Membahas tentang hubungan sesama 
manusia, Tuhan dan alam. Namun pembahasan dalam buku ini lebih khusus 
membicarakan tentang muamalah atau hubungan antar sesama manusia. 
Kedua, Hendra Nirwansyah dengan judul “Peraktik Gadai Sawah Tanpa 
Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum 
Islam)” tahun lulus 2017. Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan 
gadai sawah tanpa batas waktu di Kecematan Pitumpanua Kabupaten Wajo yang 
bahkan dalam praktiknya terjadi proses gadai-menggadai sawah dalam jangka 
waktu hingga puluhan tahun dengan status sawah dikelolah oleh pemegang barang 
gadai. Selanjutnya penelitian ini melakukan tinjauan hukum Islam terkait praktik 
pengelohan gadai tanpa batas waktu, hingga memperoleh kesimpulan bahwa 
pengelolahan sawwah terjadi karena atas dasar kesukarelaan dari kedua bela 
pihak.6 
Ketiga, Nur Asiah dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh 
Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata” tahun 
lulus 2013. Dalam skripsi ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai dalam 
persfektif KUHPerdata gadai benda bergerak dan hukum Islam gadai benda 
bergerak dan tak bergerak. Mengenai pemanfaatan barang gadai, dalam hukum 
Islam dan KUHPerdata pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari 
 
 6Hendra Nirwansyah, Peraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan 




barang gadai, kecuali pada barang gadai yang berupa binatang ternak tentunya 
memerlukan pembiayaan. Maka sekedar mengambil manfaat untuk membiayai 
perawatan dan pemeliharaan hal itu diperbolehkan.7 
Keempat, Ihwan Azis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai 
Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon 
Kabupaten Grobogan)” tahun lulus 2015. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini menjelaskan 
tentang pemanfaatan barang gadai tanah sawah tanpa batas waktu dalam 
perspektif hukum Islam di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten 
Grobogan. Menurutnya dalam bermuamalah sendiri, Islam mengajarkan untuk 
dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih 
penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil 
kesempatan dalam kesempitan serta menghindari terjadinya unsur-unsur 
penganiayaan.8 
Kelima, Lusiana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai 
Tanpa Batas Waktu (studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten 
Lampung Timur)” tahun lulus 2017. Dalam penelitian yang dilkukan oleh 
mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung ini mengemukakan terkait persoalan 
praktik gadai yang terjadi tanpa batas waktu dan tinjauan hukum Islam terkait 
praktek gadai yang terjadi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten 
Lampung Timur. Praktek gadai yang dijabarkan dalam penelitian ini 
mengemukakan tentang perjanjian yang tidak tertulis dan barang gadai akan 
berakhir ketika si Pemimjam sudah mampu melunasinya, namun tanpa waktu 
 
 7Nur Asiah, Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif 
Hukum Islam Dan KUH Perdata, (Semarang: Walisongo Library), 2013. 
 8Ihwan Azis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas 




yang ditentukan. Menurutnya, dalam praktek gadai dan pemanfaatanya yang 
terjadi dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan syariat islam dan pendapat 
para Jumhur Ulama Syafi’iyah, Hambaliah dan Hanafia.9 
Keenam, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
Sayyid Sabiq, yang berjudul “fiqih Sunnah” dalam buku ini membahas tentang 
hukum Islam dalam kehidupan manusia serta masalah-masalah di dalam fiqih. 
Terkait dengan yang membahas tentang muamalah hutang piutang, gadai 
dijelaskan dalam jilid 3 dalam bukunya. 
Dalam penulisan ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum 
ada pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait judul yang penulis teliti. Belum 
ada yang membahas sebagaimana maksud dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
“Pitaggallang Tana” dalam Hutang Piutang yang terjadi di Desa Parigi 
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, sehingga peneliti mengkaji secara 
lebih dalam tentang tinjauan hukum Islam terkait “Pitaggallang Tana” dalam 
Hutang Piutang, baik dalam proses terjadinya gadai-menggadai hingga 
pengelolahan dan penyelesaian dari praktik gadai yang terjadi. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap “Pitaggallang 
Tana” yang terjadi di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten 
Gowa. 
2. Untuk mengetahui “Pitaggallang Tana” dan pengelolahannya yang terjadi 
di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 
 
 9Lusiana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (studi di Desa 




3. Untuk mengetahui hutang piutang dengan adanya “Pitaggallang Tana” 
yang terjadi di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 
Sedangkan terkait kegunaannya, penelitian ini diharapkan dapat berguna 
dalam hal : 
1. Kegunaan Ilmiah 
a. Sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum 
khususnya yang berkaitan dengan jaminan sawah dalam hutang piutang. 
b. Media yang dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan 
mahasiswa/mahasiswi, serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah 
yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah di bidang 
hukum. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Sebagai acuan bagi para praktisi pengambil kebijakan atau akademisi dalam 
menelaah suatu permasalahan di bidang hukum dan dapat pula digunakan 
untuk memberikan wacana ataupun pengetahuan baru tentang hukum perdata 
terkait jaminan sawah dalam hutang piutang bagi akademisi dan/atau 
masyarakat pada umumnya. 
b. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran yang dapat menjadi kepustakaan 
universitas sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pustaka atau 







A. Tinjauan Hukum Islam 
Berbicara tentang hukum tentunya akan melahirkan banyak presepsi 
berupa peraturan-peraturan, atau seperangkat normah yang mengatur seperangkat 
hidup dan tingkah laku manusia. Yang tentunya hukum itu sendiri merupakan 
acuan, dasar atau pedoman manusia dalam menjalani hidupnya sehingga manusia 
senantiasa merasa aman terlindungi demi mendapatkan sebuah keselamatan. Nah, 
hukum itu kadang lahir dari pengaruh kehidupan manusia sendiri seperti hukum 
adat, hukum positif dan lain sebagainnya. 
Lain halnya dengan hukum Islam yang tidak hanya merupakan hasil 
pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat atau pada 
suatu massa tetapi dasarnya ditetapkan langsung oleh Allah SWT melalui wahyu-
Nya yakni dalam Al-Qur’an serta dijelaskan oleh rasulnya yakni Nabiullah 
Muhammad SAW yang terhimpun dalam kitab Hadist. Dasar inilah yang 
kemudian membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum yang 
lainnya. 
1. Pengertian Hukum Islam 
Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia 
melalui rasul-Nya merupakan agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan 
manusia di antaranya sebagi sumber norma, hukum dan etika hidup manusia, 
norma dalam artian kata adalah kaidah, yakni tolok ukur, patokan, pedoman yang 
dipergunakan untuk menilai tingkah laku perbuatan manusia.10  
 
10 Ud Ali, Hukum Islam Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada Cet II 2004), h. 44 
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Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-qur’an dan hadist dan 
menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka 
hukumnya ditetapkan langsung oleh Allah SWT. Hukum Islam bukan hanya 
mengatur segelintir persoalan menusia melainkan mengatur seluruh sendi-sendi 
kehidupan manuisia, baik sesama manusia, alam hingga kepada hubungan 
manusia dengan Tuhan. 
2. Sumber Dalam Hukum Islam 
Di dalam hukum Islam rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan 
sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang 
bersifat alternative. Sumber hukum ini dapat dipahami dalam firman Allah SWT 
dalam Al-Qur’an surah An-Nisaa’/4:59, yaitu : 
 َ َ  َ   ََ    َ  َ  َ  َ  ََ  َ
 ََََ ََ  ََ ََََ  ََ ََ ََ ََ ََ  َ
  ََ َ َ  َ  ََ 
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baika 
kibatnya.”11      
Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa umat islam dalam 
menjalankan hukum agamanya harus didasarkan urutan, di antaranya :  
a. Al-Qur’an 
 Al-Qur’an merupakan sumber asasi yang pertama sebagai norma dan 
hukum dalam Islam, ialah kitab kodifikasi firman Allah SWT seluruh umat 
manusia. Pada garis besarnya Al-Qur’an memuat akidah, syariah (Ibadah dan 
 
11Depertemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali, (Bandung: 
CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 87. 
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Muamalah), akhlak, kisah-kisah lampau berita-berita yang akan datang serta 
berita-berita dan pengetahuan lainnya. 
b. As-Sunnah 
 As-Sunnah (Sunnatun Rasul) sumber azasi yang kedua norma dan nilai 
dalam Islam, ialah ucapan, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad SAW sebagai 
rasul Allah SWT, yang berfungsi sebagai penafsir dan pelengkap bagi Al-Qur’an. 
c. Al-Ijtihad 
 Al-Ijtihad, Sumber tambahan norma, hukum, nilai dan etika dalam Islam, 
ialah usaha sungguh-sungguh seseorang atau beberapa orang tertentu, yang 
memiliki syarat-syarat tertentu untuk memastikan kepastian hukum secara tegas 
dan positif yang tidak terkandung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.12 
3. Ruang Lingkup Hukum Islam 
a. Ibadah (Mahdhah) 
 Ibadah merupakan tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh 
seorang muslim dalam menjalankan perintah agama yakni menjalankan hubungan 
kepada Allah SWT. 
b. Muamalah (Ghairu Mahdhah) 
 Muamalah ialah ketetapan Allah SWT yang berhubungan dengan 
kehidupan manusia, yakni dalam hal manusia menjalankan hubungan sosialnya 
dengan manusia yang lainnya. 
4. Bagian-bagian Hukum Islam 
a. Munakahat ialah hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan, perceraian dan akibat-akibatnya. 
 
12 Endang Saifuddin Anshari, Kuliah Al-Islam (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet III 
1992), h. 78. 
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b. Wirasah ialah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan 
dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan. 
c. Muamalat ialah hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak benda 
atas benda, tata hubungan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, 
perserikatan dan lain-lain. 
d. Jinayat ialah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud atau tindak pidana yang 
telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur’an dan As-
Sunnah. 
e. Al-Ahkam As-Sultaniyah ialah hukum yang mengatur soal-soal yang 
berhubungan dengan kepala Negara, pemerintah pusat maupun daerah, tentara, 
pajak dan sebagainya. 
f. Syiar ialah hukum yang mengatur tentang urusan rang dan damai, tata 
hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. 
g. Mukhassamat ialah hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman dan 
hukum acara. 
5. Tujuan Hukum Islam 
Tujuan hukum Islam secara umum adalah Dar-ul mafaasidiwajabul 
mashaalihi (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). 
Abu Ishaq As-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu : 
a. Memelihara Agama 
b. Memelihara Jiwa 
c. Memelihara Akal 
d. Memelihara Keturunan 




B. Gadai Sawah atau “Pitaggallang Tana”  
1. Pengertian Gadai (Rahn) 
Pengertian Gadai secara etimologil dari kata Ar-rahn atau rahn yang 
artinya tetap dan lama, menurut terminologi syara’ rahn ialah penahanan terhadap 
suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan jaminan sebagai pembayaran 
dari barang tersebut.13 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gadai 
berarti pinjam meminjam uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang 
sebagai tanggungan (jaminan) jika telah jatuh tempo tidak ditebus maka barang itu 
menjadi hak orang yang memberi pinjaman.14 
Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.15 
Sebagian ulama menguraikan arti ar-rahn dengan al-habs yang artinya tertahan.16 
ar-rahn terdapat dalam QS al-Muddatstsir/74:38: 
 َ َ  َ َ  ََََ 
Terjemahnya : 
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. 
al-Muddatstsir ayat 38).17 
 
Maksud dari dalil di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan individu 
harus bertanggung jawab atau jika terjadi transaksi gadai dalam hutang piutang 
maka kedua bela pihak wajib bertanggung jawab atas perikatan yang telah 
disepakatinya. 
Adapun pengertian dari gadai atau rahn salah satunya dijabarkan di 
KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook) Pasal1150 yang menyatakan bahwa “Gadai 
adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang 
 
 13Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159. 
 14Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 259. 
 15Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 105. 
 16Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971), h. 153. 
 17Departemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al- Jumanatul Ali, (Bandung: 
CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 576. 
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diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas 
utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil 
pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain; 
dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan 
mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang 
dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.18  
Maka dari itu menarik kesimpulan bahwa gadai adalah penyerahan harta 
benda oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk jaminan dalam 
transaksi hutang piutang. Pemilik barang gadai atau yang diberi pinjaman disebut 
rahin dan orang yang memberikan pinjaman yaitu orang yang mengambil barang 
tersebut serta menahannya sebagai jaminan disebut murtahin, sedangkan barang 
yang digadaikan sebagai jaminan disebut rahn.19 
2. Pengertian “Pitaggallang Tana” 
Istilah bahasa pitaggallang tana secara etimologi berasal dari bahasa 
Makassar terbagi dari dua kata yaitu pitaggallang dari akar kata taggala artinya 
memegang atau menggenggam. Pitaggallang artinya memindah tangankan, 
mengalihkan genggaman, atau menitip sesuatu ke orang lain sebagai bentuk 
jaminan atau menggadaikan. Sedangkan kata tana artinya sawah, tanah, atau 
ladang pertanian. Secara terminologi pitaggallang tana adalah memindah 
tangankan atau lazim disebut sebagai mengadaikan harta benda yang berupa 
sawah kepada orang lain sebagai bentuk jaminan dari utang piutang. 
Pitaggallang tana merupakan suatu kegiatan masyarakat pedesaan yang 
menggadainkan harta benda sebagai bentuk jaminan atas hutang piutang yang 
dilakukan. Istilah pitaggalang tana ini adalah aktifitas menjaminkan harta benda 
 
 18Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Cet. I; Bandung: Nuansa 
Aulia, 2012), h. 126-127. 
 19Sayid sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Cet. III ; Beirut: Dar Al-Fikr, juz 3, 1977), h. 128. 
19 
 
kepada orang lain sebagai bentuk agunan dari adanya proses hutang piutang. Hal 
ini sering kita temui di dalam kehidupan masyarakat pedesaan khususnya di 
wilayah suku Bugis Makassar.  
Pitaggallang tana ini sering terjadi atas dasar interaksi tolong menolong 
dalam rangka penangguhan jaminan oleh orang yang telah diberikan hutang bukan 
berarti tidak adanya kepercayaan melainkan sebagai bukti kesiapan untuk 
melunasi dari apa yang diberikan oleh pemberi hutang. Adanya Pitaggallang tana 
ini juga bukan serta merta terjadi, melainkan adanya kesepakatan atau ijab dan 
kabul dari kedua bela pihak untuk menjaminkan harta benda yang berupa sawah 
ketika melakukan transaksi hutang piutang. Namun yang menjadi persoalan 
masyarakat adalah terkadang menjaminkan sawah tanpa ada batas waktu 
jaminannya maupun pemanfaatan atau pengelolahannya. 
Sedangkan pengertian gadai menurut Hukum Agraria Nasional adalah 
seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 56 
Tahun 1960 angka 9 a yang berbunyi sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan 
gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang 
mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka 
tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi 
(pemegang-gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang 
gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.”20 
Dalam hukum adat juga mengenal perjanjian gadai. Berbeda dengan gadai 
dalam KUHPerdata, gadai dalam hukum adat bukan merupakan perjanjian asesoir, 
tetapi perjanjian yang berdiri sendiri.21 Dalam hukum adat gadai diartikan sebagai 
 
 20Perpu No. 56 Tahun 1960, “Penetapan Luas Tanah Pertanian”, 
(http://www.bpn.go.id/Publikasi /Peraturan-Perundangan/Perpu/peraturan-pemerintah-pengganti-
undang-undang-nomor-56-tahun-1960-490), diakses 00.35, 6 Febuari 2019. 
 21Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Cet. I; Bandung: Nuansa 
Aulia, 2012), h. 127. 
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menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan 
ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan 
jalan menebusnya kembali.22 
3. Landasan Hukum Gadai 
Dari pengertian gadai di atas menjelaskan bahwa menggadai harta benda 
adalah sebagai bentuk penangguhan (jaminan) dalam interaksi hutang piutang. 
Semua Jumhur ulama sepakat bahwa transaksi gadai menggadai hukumnya boleh 
berdasarkan nash Al-Qur’an dan hadist Rasulullah SAW. Dalam QS al-
Baqarah/2:283. Allah SWT berfirman : 
َََ َ َ َ َ َ َ ََ…ََََ 
Terjemahnya:  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”23 
Dari ayat di atas, terdapat kelompok yang memahami bahwa gadai hanya 
terjadi jika dalam perjalanan. Tetapi jumhur ulama memahaminya secara konteks 
bahwa praktik gadai menggadai tidak hanya di perjalanan, tidak dalam perjalanan 
pun dibolehkan karena yang menjadi illat adalah terdesaknya kebutuhan yang 




Dari Anas, ia berkata : “Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju 
perangnya kepada seorang Yahudi Madinah. Dari gadaian itu Rasul 
 
 22Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Safira 
Insani Press, 2009), h. 106-107. 
 23Depertemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali, (Bandung: 
CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 49. 
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mengambil utang gandum kepada Yahudi itu untuk keluarganya”. (HR. 
Ahmad dan Bukhari).24 
Melihat dari uraian dalil di atas bahwa dalam transaksi hutang piutang itu 
kemudia dibolehkan menggadai harta benda sebagai bentuk jaminan atas hutang 
piutang tersebut. 
4. Akad Gadai 
Akad secara istilah yaitu ketertarikan atau keinginan diri terhadap sesuatu 
yang lain dengan membangun kesepakatan dan komitmen sebagaimana yang telah 
disyariatkan. Akad merupakan suatu keharusan yang mengikat seseorang dengan 
orang lain melalui perikatan tertentu.  
 Adapun beberapa prinsip akad dalam gadai yaitu : 
a. Akad tabarru, yaitu adanya kebajikan. Sebab, pinjaman yang diberikan oleh 
murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. 
b. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh yaitu jika rahin menggadaikan 
sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka 
keseluruhan barang gadai tetap di tangan murtahin hingga rahin itu melunasi 
hutangnya.  
c. Musnahnya barang gadai ditanggung oleh murtahin. Alasannya, karena 
barang gadai itu merupakan jaminan utang, apabila barang tersebut musnah, 
maka kewajiban melunasi hutang menjadi juga musnah. 
d. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah dengan mewakilkan 
penjualanya kepada orang yang adil dan dapat dipercaya. 
e. Pemeliharaan dan penguasaan, yaitu terhadap barang yang digadaikan pada 
garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai.25 
 
 
 24Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 260. 
 25Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 27. 
22 
 
5. Syarat-syarat dan Rukun Gadai 
Praktik gadai menggadai boleh dikatakan kegiatan yang tidak pernah sepi 
di masyarakat. Pelaksanaannya sepatutnya memenuhi dan memperhatikan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa ketentuan syarat-syarat dan 
rukun dalam gadai. 
Adapun syarat-syarat dalam menggadai yang dikemukakan oleh Sayyid 
Sabiq adalah sebagai berikut : 
a. Orang yang menggadai dan orang yang menerima gadai itu sudah dewasa. 
b. Memiliki pekiran yang sehat. 
c. Barang gadaian ada ketika akad dan dapat diserahkan.26  
Berdasarkan pendapat ulama Syafi‟iyah tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa syarat-syarat barang rahn adalah : 
a. Harus bisa diperjualbelikan 
b. Harus berupa harta bernilai 
c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram 
d. Harus diketahui keadaan fisiknya 
e. Harus dimilki oleh rahin, setidaknya harus atas izin pemiliknya.27   
Adapun rukun dalam gadai menurut jumhur ulama rukun rahn memiliki 
empat unsur, yaitu :  
a. Sighat (lafal ijab dan qabul) yaitu adanya kesepakatan antara rahin dan 
murtahin dalam melakukan transaksi gadai. 
b. Ar-rahin dan Al-murtahin, Ar-rahin (orang yang menggadaikan) yaitu orang 
yang telah dewasa, berakal dan bisa dipercaya. Al- murtahin (yang menerima 
 
 26Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 260. 
 27Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: GhlmiaIndonesia, 
2012), h. 199. 
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gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh pihak rahin untuk 
memperoleh modal dengan barang jaminan yang digadai. 
c. Al-marhun, yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh rahin untuk 
mendapatkan modal.  
d. Al-marhun bih (hutang) yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh murtahin 
kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.28 
6. Hak dan Kewajiban 
a. Murtahin (Penerima Gadai) 
1) Hak Murtahin 
a) Murtahin berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi 
kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai 
(marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan 
sisanya dikembalikan kepada rahin. 
b) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak 
menahan harta benda yang diserahkan oleh rahin. 
c) Murtahin berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan 
untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun). 
2) Kewajiban Murtahin 
a) Bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu 
disebabkan oleh kelalaianya.  
b) Tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.  
c) Berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada rahin jika utangnya telah 
dilunasi.29 
 
 28Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 254. 
 29Sofiniyah Ghufron, Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah. (Jakarta: Renaisan 
anggota IKAPI, 2007), h. 26-27 
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b. Rahin (yang Menggadai) 
1) Hak Rahin 
a)  Rahin berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan 
sesudah melunasi pinjaman hutangnya.  
b) Rahin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya harta 
benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.  
c) Rahin berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah 
dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainya. 
d) Rahin berhak meminta kembali harta benda gadai apabila murtahin diketahui 
menyalahgunakan harta benda gadaianya. 
2) Kewajiban Rahin 
a) Rahin berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam 
tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan 
oleh murtahin.  
b) Rahin berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam 
hal jangka waktu yang telah ditentukan murtahin tidak dapat melunasi uang 
pinjamanya.30 
7. Hukum Pemanfaatan Harta Benda yang Dijaminkan (Rahn) 
Dalam kehidupan manusia menghadapi persolan-persoalaan kehidupan, 
senantiasa dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Islam adalah 
agama yang mengatur seluruh sendi sendi kehidupan manuisa termasuk hutang 
piutang dengan adanya jaminan. Untuk meyakinkan si pemberi pinjaman atau 
murtahin maka si peminjam atau rahin senantiasa memberikan jaminan, misal 
berupa emas, perak, motor, sawah dan sebagainya, demi mendapatkan pinjaman. 
 
 30Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4. 
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Kedudukan barang yang digadaikan itu hanya sebagai bentuk jaminan 
yang sewaktu-waktu bisa dijual jika si peminjam tidak mampu melunansinya 
sesuai pada waktu yang disepakati oleh kedua bela pihak. Namun permasalahan 
yang kadang dimbul adalah bolehkah si pemberi pinjaman memanfaatkan barang 
yang digadai si peminjam. Dalam tinjauan hukum Islam ulama berbeda pendapat. 
Dalam transaksi hutang piutang akad gadai bertujuan untuk meminta 
kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama 
hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (murtahin) tidak 
dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang 
yang menggadaikan (rahin).  
Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak 
ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk qiradh yang 
mengalirkan manfaat adalah riba.31 Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an 
surah Ali-Imran/3:130 yaitu : 
  ََ ََ ََََ ََ  ََ  ََ  ََََ ََََ َ
 ََََ 
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan.”32 
Adapun beberapa pendapat para jumhur ulama terkait pemanfaatan barang 
yang digadai sebagai bentuk jaminan antara lain :  
Menurut imam Syafi’I menghukumi bahwa tidak boleh memanfaatkan 
barang gadaian meskipun pemiliknya mengizinkan, mereka beralasan karena hal 
 
 31Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, alih bahasa. H. Kamaludin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al- 
Maarif, 1996), h. 141. 
 32Depertemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali, (Bandung: 
CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 228. 
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itu mengambil keuntungan dari hutang. Hal itu jelas diharamkan oleh agama 
sebagaiman diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW : 
ََمْنفََعةًَفَُهَوَِربًَا َقَْرٍضََجرَّ  ُكلُّ
Artinya : 
“Setiap utang yang menarik manfaat itu termasuk riba”. (HR. Haris Ibnu 
Abi Usamah).33 
Imam Syafi’I memperkuat pendapatnya di atas dalam kitab al-Um pada 
bab “Yang Dapat Merusak Gadai”. Ia mengatakan “Manfaat dari barang jaminan 
adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupun dari barang jaminan itu 
bagi yang menerima gadai, untuk mengambil manfaatnya”.34 Pernyataan tersebut 
didukung oleh Hadis Nabi, yaitu : 
ْهُنَلَهَُُغْنُمهََُوَعلَْي  ُغْرُمهََُهَِالََيَْغلَُقَالرَّ
Artinya : 
“Barang gadaian tidak boleh ditutup, miliknyalah keuntungannya dan 
atasnyalah kerugiannya.” (HR. ad-Daraquthni, Ibnu Hibban, dan al-
Baihaqi. Lihat Irwa’ul Ghalil no. 1410). 
Dengan kasus lain, menurut pendapat pertama, si murtahin boleh 
mengambil manfaat barang yang digadaikan itu jika menghendaki nafkah, seperti 
kambing, sapi dan sebagainya. Kebolehan itu untuk sekedar mengganti ongkos 
biaya hidup binatang-binatang tersebut dan tidak boleh lebih dari itu, maka 
dihukumi riba, diperkuat oleh Hadis Rasulullah, yaitu : 
َكاَنَ إِذَاَ بِنَفَقَتِِهَ يُْشَرُبَ َ الدَّر ِ َولَبَُنَ َمْرهُونًا،َ َكاَنَ إِذَاَ بِنَفَقَتِِهَ يُْرَكُبَ ْهُنَ الرَّ
 َمْرهُونًا،ََوَعلَىَالَِّذىَيَْرَكُبََويَْشَرُبَالنَّفَقَةَُ
Artinya : 
“Barang gadaian ditunggangi dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan 
hewan yang mengeluarkan susu dapat diminum dengan nafkahnya apabila 
 
 33Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar MediaEka Sarana, 2009), h. 
384. 
 34Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 261.  
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digadaikan, dan kewajiban yang menunggangi dan meminum adalah 
memberi nafkah”. (Shahih, HR. al- Bukhari dan Hamar bin Salamah). 
 Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukum kebolehan memanfaatkan 
barang gadaian oleh si pegadai jika hal itu diizinkan oleh si pemilik barang, 
artinya jika tidak diizinkan maka haram bagi si pegadai memanfaatkan barang 
tersebut. Kesimpulannya adalah boleh selama ada izin dari pemilik barang.35
 Menurut mazhab Maliki mengatakan rahin tidak boleh memiliki hak 
langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapatkan izin dari 
murtahin, sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat apapun bila 
hal tersebut disyaratkan dalam akad.36 
Menurut Imam Maliki bahwa manfaat atau hasil dari barang yang 
digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan. Akan tetapi si penerima gadai 
dapat mengambil manfaat berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati oleh 
kedua bela pihak. 
Sedangkan Imam Hambali lebih melihat kepada barang yang digadaikan. 
Adakalanya barang yang digadaikan itu berupa binatang yang bisa dijadikan 
kendaraan, berternak dan bisa diperah. Menurut Imam Hambali boleh kita 
menungganginya, memeras susunya tanpa seizin dari pihak pemilik barang 
gadaian. Adakalanya barang yang digadaikan itu bukan berupa binatang, maka si 
penerima gadai boleh mengambil manfaat dengan seizin pemilik barang gadaian. 
Menurut Imam Hambali, dibolehkannya mengambil manfaat bagi penerima gadai 
itu bukan dikarenakan sebab menghutangkan, kalau sebab itu maka menurutnya 
termasuk riba dan haram meskipun ada izin dari pemilik barang gadaian.37 
Dari beberapa pendapat mengenai pemanfaatan harta benda yang 
digadaikan dalam hutang piutang sebagai bentuk jaminan, boleh atau tidak. Maka 
 
 35Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 262. 
 36Wahba Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Jilid V. (Beirut: Dar Al-Fikr, 
2002), h. 180. 
 37Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 262. 
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dari itu menarik kesimpulan bahwa persoalan pemanfaatan gadai selama jika 
dalam transaksi gadai menggadai tidak mengambil keuntungan ataupun 
mengandung unsur riba sesuai dengan ketentuan syarat dan akad gadai serta dalil 
dari gadai tersebut dan selama mendapatkan izin dari kedua bela pihak maka 
dalam hukum memanfaatkan sebagai nafka itu boleh saja akibat dari konsekuensi 
pemeliharaan barang gadaian. 
8. “Pitaggallang Tana” Tanpa Batas Waktu dan Pengelolahannya 
Kebiasaan masyarakat pedesaan ketika terjadi tansaksi gadai sawah atau 
pitaggallang tana terkadang tidak adanya batasan waktu terkait pelunasan hutang 
piutang terhadap sawah yang dijadikan jaminan. Hal demikian serupa dengan 
ketentuan gadai tanah sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu 
kapan berakhirnya gadai tanah tersebut. Kecuali apabila antara kedua belah pihak 
telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir.38 
Dengan melihat persoalan yang terjadi di masyarakat serta hubungannya 
dengan hukum adat yang tidak disebutkan secara tegas batas waktunya. Kemudian 
berbeda dengan ketentuan yang dijabarkan dalam Hukum Agraria di atas 
kemudian dipertegas dalam ketentuan pasal 7 Perpu Nomor 56/1960 untuk tanah 
pertanian atau dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan 
Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi : 
1) Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada 
waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau 
lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu 
sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak 
untuk menuntut pembayaran uang tebusan. 
 
 38Nuryanti Meliana Latif, 26 Mei 2013, Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat 
Pendalaman Gadai, Jurnal Ilmiah Hukum, B111 08 768, Universitas Hassanudin, 
(http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4561), diakses 01.08 6 Februari 2019. 
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2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum 
berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya 
kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan 
membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumusnya 
dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 
tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa 
pembayaran uang-tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada 
selesai dipanen.39 
Sementara dalam hukum Islam juga tidak ada ketentuan khusus terkait 
berakhirnya waktu, tetapi Imam Malik mengungkapkan bahwa dalam gadai 
waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas 
waktunya, maka menjadi tidak sah. 
Dari beberapa pandangan di atas menguraikan bahwa kondisi masyarakat 
dalam memahami gadai dalam hutang piutang dengan menjaminkan sawah 
terkadang berdasar pada kebiasaan masyarakat itu sendiri. Demikian uraian dari 
persoalan waktu, namun sebenarnya yang menjadi pertanyaan baru adalah 
persoalan pengeloahan sawah atau disebut sebagai pemanfaatannya sebagai harta 
benda yang digadai dan mampu menghasilkan? Siapakah yang berhak 
mengelolahnya? Bagaimanakah pembagian hasilnya? 
Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumhur ulama’ 
mempunyai pendapat berbeda, Imam Syafi‟i dalam kitab al-Umm mengatakan 
bahwa manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada 
sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.40 Begitu pula 
pendapat dari Imam Malik, bahwa yang berhak yang menguasai/memanfaatkan 
 
 39Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Cet. I; Bandung: Nuansa 
Aulia, 2012), h. 128. 
 40Imam Syafi‟i, Al-Umm, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1993), h. 155. 
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barang gadai rahin, selama murthain tidak mensyaratkannya. Mensyaratkan 
bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuk murthain, dan yang terakhir jangka 
waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak 
diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. 
Melihat pendapat di atas maka yang berhak menerima manfaat dari sawah 
yang digadaikan adalah orang yang menggadaikan sawah tersebut dengan alasan 
tanpa ada syarat dari penerima gadai. Artinya yang berhak mengelolah sawah 
sebagai jaminan adalah pemiliknya sendiri, apabila sawah dikelolah oleh 
pemegang sawah yang digadai maka itu sama halnya mengambil keuntungan. 
Sebagaiman dijelaskan dalam Hadis Rasulullah, yaitu :  
ََمْنفََعةًَفَُهَوَِربًَا َقَْرٍضََجرَّ  ُكلُّ
Artinya : 
“Setiap utang yang menarik manfaat itu termasuk riba”. (HR. Haris ibnu 
Abi Usamah). 
Dengan penjelasan hadis tersebut menegaskan bahwa, baik rahin maupun 
murtahin jika didasari dengan mengejar keuntungang maka di dalam menjalankan 
amanah dari hutang piutang dengan menggadai sawah sebagai jaminan akan 
mengandung unsur riba. 
Karena dari adanya perbedaan pendapat terkait gadai menggadai, dapat 
simpulkan bahwa Jumhur ulama Syafi‟i berpendapat bahwa tidak ada yang 
berhak mengambil manfaat barang gadaian walaupun ada izin dari keduanya 
karena mengandung unsur riba. Sedangkan ulama Hanafi melarang penggadai 
(rahin) memanfaatkan barang gadai, menurutnya yang berhak memanfaatkan 
barang gadaian adalah penerima gadai (murtahin), karena hak penguasaan ada 
ditangan penerima gadai (murtahin) jadi sah saja jika penerima gadai (murtahin) 
memanfaatkan barang gadaian atas dasar nafkah pemeliharaan. Sedangkan, Imam 
Maliki memperbolehkan penggadai (rahin) memanfaatkan barang gadaian namun 
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dengan syarat yang disepakati oleh kedua bela pihak. Ulama Hambali berpendapat 
jika barang yang digadaikan itu hewan yang dapat ditunggangi dan diperah 
susunya maka si penerima gadai (murtahin) boleh memanfaatkannya dengan cara 
menunggangi dan memerah susunya sebagai upah atas perawatan hewan tersebut. 
Selain itu ulama Maliki melarang adanya pemanfaatan barang gadaian tanpa batas 
waktu, ketika penerima gadai (murtahin) mensyaratkan pihak penerima gadai 
(murtahin) boleh memanfaatkan barang maka jangka waktu mengambil manfaat 
yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan 
dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah dan merugikan salah 
satu pihak. 
Dengan menganaliasa beberpa pendapat di atas maka kesimpulannya 
adalah sebagaimana yang diungkapkan Menurut Sayyid Sabiq, terkait tindakan 
memanfaatkan barang gadaian tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaatnya, 
dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.41 Dalam hutang 
piutang dengan adanya gadai sebagai jaminan yang bertujuan untuk meminta 
kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama 
hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (murtahin) dapat 
memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang 
menggadaikan (rahin).  
Dengan adanya persoalan pengelolahan sawah yang gadai sebagai jaminan 
maka dari kedua bela pihak antara rahin dan murtahin selama berangkat pada 
dalil saling menyeru kepada kebaikan dan atas dasar kepercayaan tanpa ada yang 
mengejar keuntungan, maka harus ada kesukarelaan dan berdasar pada 
kesepakatan bersama. Sebagaimana diperintahkan dalam QS. an-Nisa/4:29 Allah 
SWT berfirman :  
 
 41Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, alih bahasa. H. Kamaludin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al- 
Maarif, 1996), h. 141. 
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  ََ ََ ََََ  ََ  ََ  ََ   َََََََ
 َ ََ َََ  َ  ََََ َ َ  ََََ 
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”42 
Dari penjelasan ayat di atas yakni larangan membunuh diri sendiri 
mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain 
berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Artinya 
dalam proses menjalani amanah dari transaksi gadai sawah dalam hutang piutang 
selama itu berusaha mencari penyelesainnya dan tidak saling mencelakakan serta 
tidak saling merugikan satu sama lain maka itu diperbolehkan. Namun ketika 
dalam proses muamalah telah diketahui dalilnya dan tidak menjalankannya maka 
itu sangat tidak diperbolehkan sebab tergolong ke dalam perbuatan yang tidak 
menjalankan syariat Islam. Menginkari kewajiban melaksanakan syariat Islam 
secara menyeluruh, adalah sebuah kekufuran yang wajib dijauhi oleh setiap umat 
Islam. Sedangkan kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan semua 
kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat serta menjauhi semua larangannya. 
Sebagaimana telah di jelaskan dalam QS al-Muddatstsir/74:38 yaitu : 
 َ َ  َ َ  ََََ 
Terjemahnya : 
 “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. 
Begitupun perihal pengelolahan sawah jika dari adanya perbedaan 
pendapat para mazhab terkait persoalan pemanfaatan barang gadai dalam hutang 
piutang bukan berarti banyaknya kebenaran, melainkan tujuannya adalah 
 
 42Depertemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali, (Bandung: 
CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 287. 
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menjadikan kegiatan muamalah harus disertai kehati-hatian. Islam mengajarkan 
kegiatan tolong menolong dengan asas ta’awun numun bukan berarti mengejar 
keuntungan sebab mengejar keuntungan hukumnya adalah riba.  
Maka penulis menarik kesimpulan bahwa seiring perkembangan zaman, 
Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara 
sempurna, dinamis dan akurat seperti halnya dalam bermuamalah. Artinya segala 
persoalan yang dihadapi manusia pasti akan menuai penyelesaian masalah selama 
masih berusaha dan terus belajar memahami ajaran agama serta berpegang teguh 
pada Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju jalan keselamatan. 
C. Hutang Piutang 
Kehidupan manusia dalam menjalani hubungan sosial tidak pernah 
terlepas dari urusan muamalah seperti halnya hutang piutang. Hutang piutang 
merupakan suatu bentuk interaksi tolong menolong untuk saling memudahkan 
mengatasi setiap masalah yang dihadapi orang lain disebut sebagai ta’awun, 
artinya tolong menolong sesama makhluk ciptaan Tuhan. Untuk kemudian 
membahas lebih jauh terkait hutang piutang maka perlu memulai dengan 
memahami terlebih dahulu apa itu hutang piutang?  
1. Pengertian Tentang Hutang Piutang 
Hutang piutang adalah gabungan dari dua kata yang berbeda defenisi dan 
maksudnya. Hutang piutang secara etimologi yaitu antara hutang atau utang dan 
selanjutnya yaitu piutang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
hutang atau utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain yang artinya 
meminjam, sedangkan piutang ialah yang dipinjamkan kepada orang lain artinya 
pinjaman. Secara harfiah, hutang diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa 
dipinjam baik berupa uang tunai maupun berbentuk barang. Sedangkan piutang 
merupakan kebalikan dari hutang, yakni transaksi uang atau barang yang 
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dipinjamkan artinya suatu saat akan ditagih. Jadi dapat kita simpulkan secara 
terminologi bahwa hutang piutang adalah suatu interaksi sosial manusia dalam 
bentuk perjanjian pinjam meminjam baik berupa uang tunai maupun barang.43 
Menurut Hukum Perdata dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas 
menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan 
mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu 
barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 
keadaan yang sama pula”.44 
Sedangkan menurut hukum Islam hutang piutang berasal dari kata dain 
yang dikenal dengan istilah qardh, secara etimologi merupakan bentuk masdar 
dari qaradha asy-syai’-yaqridhuhu, yang artinya memutus sesuatu. Al-
qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. 
Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang 
akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.45 
Adapun berbagai macam pendapat para ulama terkait pengertian hutang 
piutang (qardh) yaitu : 
a. Menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah, qardh adalah harta yang diserahkan 
kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain 
suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki 
kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. 
 
 43https://uangteman.com/blog/info/beda-hutang-dan-piutang/ (diakses 00.10 5 Februari 
2019). 
44Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2013), h. 9. 
 45Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. Ensiklopedi Fiqih Muamalah, terj. Miftahul 
Khair, (Cet. I; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 153. 
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b. Menurut Malikiyah, qardh adalah penyerahan harta kepada orang lain yang 
tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.46 
c. Menurut Hanabilah, qardh adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk 
dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai 
gantinya. 
d. Menurut pendapat Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hutang piutang Al-
qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada 
penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya 
(muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.47 
Pemilik barang gadai atau yang diberi pinjaman kemudian menggadaikan 
barang disebut rahin dan orang yang memberikan pinjaman yaitu orang yang 
mengambil barang tersebut serta menahannya sebagai jaminan disebut murtahin, 
sedangkan barang yang digadaikan sebagai jaminan disebut rahn.48 
Dari beberapa uraian yang lahir dalam pengertian hutang piutang di atas 
maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa memahami pengertian hutang piutang 
merupakan suatu kegiatan muamalah yang mesti dijadikan sebagai rujukan dasar 
dalam menjalankan tugas kita sebagai manusia guna untuk saling mengajak 
menuju kebaikan, tolong menolong agar mendapat keridhoan dari Allah SWT. 
2. Dasar Hukum Hutang Piutang 
Adapun dalil dari bermuamalah sebagai perintah untuk mengerjakan 
kebaikan dan larangan dalam bentuk hutang piutang dijabarkan dalam QS al-
Maidah/5:2 dan al-Hadiid/57:11. Yaitu : 
 
 46Azharudin Lathif, Fiqh Muamalah (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 150. 
 47Sayid sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Cet. III; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, h 128. 
 48Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 187. 
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   َ َ َ  ََ َ  َ َ   َ  ََ  ََ
َ ََ  َََََ 
Terjemahnya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya.”49 
ََ َ  ََ َ َ   َ  َ َ  َ ََََ 
Terjemahnya: 
“Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang 
baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”50 
Dari kedua ayat di atas menjabarkan tentang anjuran agar manusia 
senantiasa berbuat kabaikan dan menjauhi segala kebatialan. Ayat tersebut 
menganjurkan umat manusia untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik, 
saling tolong menolong dan menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT.  
Kemudian anjuran untuk melakukan transaksi hutang piutang dalam 
rangka menunaikan tugas sosial manusia dengan menjalin hubungan tolong-
menolong merupakan suatu keharusan. Selanjutnya dasar hukum dari hutang 
piutang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah at-Taghabun/64:17. yaitu : 
َ  ََ  ََ  َ َ   َ ََ َََََََ
Terjemahnya :  
“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya 
Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. 
dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” 
Dari penjelasan ayat di atas merupakan bentuk penegasan bahwasanya 
ketika manusia melaksanakan hutang piutang dalam rangka tolong menolong, 
 
 49Depertemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali, (Bandung: 
CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 106. 
 50Depertemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali, (Bandung: 
CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 539. 
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maka dari itu memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan sama halnya 
hubungan peribadatan manusia kepada Allah SWT. Dengan demikian, bahwa 
hutang piutang bukanlah perbuatan yang dilarang melainkan hutang piutang itu 
diperbolehkan, selama tidak mengundang keburukan atau membawa kabatilan.  
Adapun salah satu dasar hukum hutang piutang yang diuraikan dalam 
hadis Rasulullah Muhammad SAW yaitu : 
َ َالنَّبِيًّ لََمَقَاَلَ:ََماِمْنَُمْسِلٍمَيُْقِرُضََوسََََصلَىَللاََُعلَْيهََِعِنَاْبِنََمْسعُْوٍدَاَنَّ
ةً)رواهابنَماجهَوابنَحبانَ( ََكاَنََكَصدََقٍَةََمرَّ تَْيِنَاِالَّ  ُمْسِلًماَقَْرًضاََمرَّ
Artinya: 
“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidakkah seorang 
muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain sebanyak dua 
kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.” 
(HR. Ibnu Majah).51 
Selanjutnya adalah Ijma Ulama menyepakati bahwa hutang piutang itu 
boleh. Kesepakatan ini lahir atas dasar bahwa tabiat manusia dalam menjalani 
kehidupannya itu membutuhkan orang lain, sebab tidak ada manusia yang hidup 
sendiri tanpa adanya orang lain, artinya manusia itu saling membutuhkan.  
Oleh karena itu, hutang piutang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 
manusia. Sebab hutang piutang adalah salah satu bentuk hubungan sosial manusia 
untuk senantiasa melakukan proses tolong menolong, sebagaimana ajara Islam 
memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong tanpa memandang 
siapapun orang yang membutuhkan bantuan.  
3. Hukum Qardh (Hutang Piutang) 
Hukum qardh dapat dinilai hanya dengan melihat kesesuaian antara 
praktisnya, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan bahkan 
haram. Yaitu dalam hal :  
 
 51Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, No.2421, Terj. Ahmad 
Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 414. 
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a. Jika orang berhutang karena ingin menambah modal dari usahanya dalam 
artian ingin meningkatkan keuntungan dari usahanyan maka hukumnya 
mubah atau boleh.  
b. Jika memberikan hutang kepada orang yang ingin berbuat kejahatan, 
perbuatan dosa atau perbuatan mubah, maka dalam hutang piutang itu 
hukumnya haram dan mubah. 
c. Sedangkan jika seseorang dalam keadaan terdesak dan sangat membutuhkan, 
maka hukumnya wajib.  
d. Seseorang dapat berhutang jika dirinya yakin nantinya mampu melunasi 
hutangnya, artinya memiliki niat bahwa akan membayarnya kembali dan jika 
itu tidak ada pada diri seseorang maka tidak boleh berhutang. Karena 
ditakutkan menimbulkan perkara yang dilarang oleh Islam. 
e. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka 
menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya 
tertolong dari kelaparan.52 
4. Hutang Piutang dengan Adanya Jaminan 
Dalam Islam manusia sebenarnya tidak diperintahkan untuk berhutang, 
melainkan dalam Islam menganjurkan manusia untuk memberi hutang guna untuk 
memberikan manfaat dan membantu orang lain yang membutuhkannya. 
Memberikan bantuan dengan hutang piutang apakah harus ada jaminan? 
Membantu dengan menghadirkan jaminan bukan berarti kurangnya kepercayaan 
sesama, melainkan jaminan atau barang yang digadaikan itu lahir dari hutang 
piutang itu sendiri atas dasar kesepakatan dari kedua bela pihak. 
 
 52Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. Ensiklopedi Fiqih Muamalah, terj. Miftahul 
Khair, (Cet. I; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 157-158. 
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Hutang piutang merupakan suatu bentuk kepercayaan dengan 
menggunakan hak orang lain untuk sementara waktu. Namun untuk tidak atau 
menghindari gugurnya kepercayaan tersebut maka dihadirkanlah harta benda atau 
barang yang lain untuk dijadikan sebuah jaminan. Sebab cikal bakal adanya 
jaminan itu dikarenakan adanya transaksi hutang piutang.  
Dalam hutang piutang, menghadirkan sebuah jaminan bukan pula suatu 
keharusan, melainkan adanya jaminan sebagai bentuk penguatan daripada 
kepercayaan oleh orang yang diberikan hutang. Sayyid Sabiq juga mengemukakan 
menggadai atau adanya jaminan berati menahan yang mengindikasikan adanya 
pengertian materil yang secara bahasa memberikan indikasi bahwa dengan 
demikian menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat.53 
5. Pengertian Jaminan 
Ketika berbicara perihal hutang piutang maka akan menyinggung soal hak 
dan kewajiban, ketika terjadi wan prestasi maka timbullah presepsi terkait apa 
yang disebut sebagai jaminan. Jaminan adalah garansi atau kepastian seseorang 
untuk menanggung utang, atau tanggungan atas pinjaman yang diterima.54 
Jaminan berasal dari akar kata Jamin yang artinya agunan atau tertahan, 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Jaminan ialah tanggungan atau 
janji seseorang untuk menanggung atas pinjaman yang diterima.55 
Menurut Pasal 1131 KUHPerdata, yang dimaksud dengan jaminan ialah 
meliputi kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada di 
kemudian hari, sehingga tanpa harus diperjanjikan secara khusus. Selanjutnya 
pasal 1132 KHUPerdata, menentukan barang-barang itu menjadi jaminan bersama 
bagi semua kreditur terhadapnya, hasil barang barang itu dibagi menurut 
 
 53Sayyid Sabiq. Fiqh al-Sunnah, jilid 3 (Jakarta : al-I’tisham, 2008), h. 248.  
 54Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 193. 
 55(https://kbbi.web.id/jamin), diakses 01.41, 7 Februari 2019. 
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perbandingan piutang masing-masing kecuali ada alasan-alasan sah untuk 
didahulukan. 
6. Macam-macam Jaminan Dalam Hukum Perdata 
Adapun macam-macam jaminan dalam hukum perdata yaitu : 
a. Jaminan Umum ialah jaminan yang ditentukan oleh undang-undang dan tanpa 
melalui perjanjian. 
b. Jaminan Khusus ialah jaminan yang timbul karena perjanjian, baik itu 
jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. 
1) Jaminan Kebendaan 
- Gadai 
- Hipotek 
- Hak Tanggungan 
- Fidusia, dan 
- Resi Gudang 
2) Jaminan Perorangan 
- Perjanjian penanggungan (Pasal 1820 KUHPerdata) 
- Perjanjian tanggung menanggung renteng (pasal 1278 KUHPerdata) 
- Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUHP)56 
7. Kategori Barang Jaminan 
Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu : 
a. Tangible (berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll. 
b. Intangible (tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise, merk dagang, Hak 
cipta dll. 
c. Surat-surat berharga. 
 
 56Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Cet. I; Bandung: Nuansa 
Aulia, 2012), h. 126. 
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8. Jaminan dalam Islam 
Adapun jaminan dalam Islam digolongkan menjadi dua yaitu : 
a. Khafalah, merupakan suatau jaminan dari penanggung (kafiil) kepada pihak 
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung 
(makful’anhu) atau disebut sebagai akad pemberian jaminan (makful ‘alaih) 
yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, yaitu jaminan melalui orang.  
b. Rahn, secara bahasa berarti al-tsubut dan al-habs, yang diartikan penetapan 
dan penahanan atau sering disebut gadai, yaitu jaminan melalui harta benda. 
Dari uraian di atas terkait hutang piutang yang terjadi di masyarakat 
memang lazim terjadi dan mengharuskan adanya barang tangguhan sebagai 
bentuk jaminan. Begitu pula dengan kasus yang serupa dengan hutang piutang 
dengan adanya “Pitagallang Tana”, dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar tak 
jarang ditemui proses muamalah yang terjadi seperti demikian. 
Mengapa demikian? Sebab adanyaa istilah “Pitagallang Tana”, itu 
tentunya berangkat daripada proses hutang piutang yang terjadi pada kehidupan 
masyarakat. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa “Pitaggallang tana” 
merupakan suatu kegiatan masyarakat pedesaan yang menggadainkan harta benda 
sebagai bentuk jaminan atas hutang piutang yang dilakukan. Istilah “pitaggalang 
tana” ini adalah aktifitas menjaminkan harta benda kepada orang lain sebagai 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 
adalah field research, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan 
mengunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi, serta mengumpulkan 
fakta-fakta di lapangan yang terkait dengan penelitian ini. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Parigi 
Kecamatan Tinggimoncong yang terletak di area pegunungan Kabupaten Gowa. 
Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini akan ditentukan sendiri oleh 
peneliti sesuai dengan pokok pembahasan, hingga semua data yang diperlukan 
memenuhi standar guna untuk mendalami pembahasan yang akan diteliti. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian guna untuk 
mendapatkan suatu data yang sesuai dengan pokok pembahasan yaitu : 
1. Pendekatan Syar’i yaitu pendekatan terhadap sesuatu masalah yang 
didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur’an, al-Hadis, 
kaidah ushul fiqih dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah 
permasalahan terkait pokok masalah yang diteliti.  
2. Pendekatan Formal yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
menggunakan berbagai metode dan pengetahuan pada bidang tertentu 




3. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
memahami terlebih dahulu kondisi sosiologis masyarakat yang terjadi pada 
daerah yang akan diteliti. 
4. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan 
syari’at Islam seperti al-Qur’an dan Hadist yang relevan dengan masalah 
yang dibahas. 
5. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil 
penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama 
yang dilakukan secara langsung melalui field research atau penelitian 
lapangan meliputi wawancara dan observasi (partisipatif dan non 
partisipatif) dengan para informan dan responden dalam penelitian agar 
mendapatkan keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melaui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan data dari semua bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan yang 
terkait, referensi buku, jurnal ilmiah, tulisan makalah, jurnal atau arsip, 
internet dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan pokok 
pembahasan yang akan dibahas. 
3. Data Tersier, yaitu data yang bersumber pada buku-buku hukum, literature 
hukum, kamus hukum dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang berkaitan 




D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian, pengumpulan data yang sesuai dengan pokok 
pembahasan ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi: 
1. Kajian Kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data 
dengan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan 
judul, baik dari Undang-Undang, buku-buku maupun referensi lainnya. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengadakan pengumpulan 
data dengan meninjau langsung ke lapangan penelitian, dengan 
menggunakan teknik penyaringan data sebagai berikut :  
a. Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, yaitu metode pengumpulan 
data yang berkaitan dengan penelitian ini tentang tinjauan hukum Islam 
terhadap “pitaggalang tana” dalam hutang piutang, dengan cara pengamatan 
yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek atau tempat 
penelitian. Dalam hal ini adalah melakukan penelitian langsung di Desa 
Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 
b. Wawancara atau percakapan langsung, yaitu metode pengumpulan data 
melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan 
oleh dua belah pihak gunan untuk mengumpulkan informasi, yaitu peneliti 
mengajukan pertanyaan yant terkait dengan pokok pembahasan kepada 
informan yang mempunyai informasi terkait pembahasan yang sedang 
dilakukan. 
 Adapun maksud dari pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan wawancara dan observasi adalah langkah yang paling strategis guna 






E. Instrument Penelitian 
Dalam proses penelitian, yang menjadi instrument atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diujivalidasi”. Ujivalidasi 
marupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 
data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu insturumen dikatakan valid apabila 
mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang seharusnya 
diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang seharusnya diungkapkan 
(peneliti kualititatif). 
Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
analisis data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 
atas apa yang telah diteliti. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan 
data dari lapangan kemudian direduksi. Reduksi data merupakan proses 
pemulihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, 
transformasi data kasar yang muncul di lapangan dengan penajaman tekhnik 
analisis, kemudian melakukakan pendeskripsian, analisis dan kemudian 
menafsirkan. 
2. Analisis Data 
Untuk membuktikanَapa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian 
ini digunakan dua metode analisis, yaitu : 
a. Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam 
bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada 




b. Analisisََkomparatif, metode yangََdipergunakan untuk membandingkan data 
yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan. 
G. Keabsahan Data 
Dalam menguji keabsahan data tersebut maka dilakukan dua cara sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat 
melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak 
sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 
yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan bahan referensi. 
Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil 
wawancara perlu didukung dengan adanya dokumentasi atau rekaman wawancara 
sehingga data yang diperoleh dapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. 
Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan 
foto-foto hasil observasiَsebagai bahan referensi dalam menyusun kembali hasil-










ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES “PITANGGALLANG 
TANA” DALAM HUTANG PIUTANG DI DESA PARIGI KECAMATAN 
TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA 
A. Gambaran Umum Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten 
Gowa 
Gambaran umum Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten 
Gowa menjelaskan tentang sejarah Desa Parigi, kondisi geografis, struktur 
pemerintahan, kondisi dan ciri geologis wilayah serta kondisi sosial, budaya, 
ekonomi dan  keagamaan di Desa Parigi. 
1. Sejarah Desa Parigi 
Secara historis kata Parigi berasal dari bahasa Sangsekerta (Perigi) yang 
mengandung arti sebagai sumber mata air. Pemberian nama Parigi sebagai desa, 
dihubungkan dengan kondisi dan ciri geologis wilayahnya yang dikelilingi oleh 
sungai serta anak-anak sungainya maka dapatlah disimpulkan bahwa di wilayah 
tersebut banyak terdapat sumber-sumber air yang dalam bahasa sangsekertanya 
adalah Perigi. 
Kisah lain yang diceritakan oleh Bapak Abd. Rauf Daeng Nompo yang 
bergelar Karaeng Parigi, yang sebelumya di awal kemerdekaan Indonesia 
menjabat sebagai Kepala Distrik setingkat kepala wilayah kecamatan yakni 
bernama Distrik Parigi. Sekitar tahun 1960an wilayah Desa Parigi bernama 
Kompleks Kampung Jonjo dan dipimpin oleh seorang Anrong Guru yang terakhir 
bernama Basanang Daeng Sese yang bergelar Anrong Guru Jonjo. 
Pada Tahun 1965 seiring dengan peralihan nama Distrik Parigi menjadi 




status menjadi desa yaitu Desa Pattalikang meliputi Kampung Saluttowa ke arah 
selatan dipimpin oleh Caco’ Daeng  Nyorong dan Desa Borong Sapiri meliputi 
Kampung Pangajiang ke utara dipimpin oleh Nonci Talli Karaeng Sau’. 
Kemudian dua desa tersebut digabung dan namanya diganti menjadi Desa Parigi, 
dengan pertimbangan tokoh masyarakat saat itu, bahwa nama Parigi harus 
diabadikan menjadi sebuah desa. Karena nama Parigi sangat besar andilnya pada 
masa perjuangan, sebab di wilayah Parigi yakni di Kampung Limbua di rumah 
Sulaeman Karaeng Jarung (Eks Heiho), merupakan tempat atau markas pusat 
dimulainya Gerakan Perlawanan terhadap Kolonial Belanda dalam rangka 
mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. 
Untuk wilayah Gowa Timur, Desa Parigi pada awalnya terdiri dari 5 dusun 
yaitu Dusun Asana, Dusun Saluttowa, Dusun Pangajiang,  Dusun Jonjo dan 
Dusun Sicini. Kemudian Sekitar tahun 1980an Dusun Jonjo dan Dusun Sicini 
dimekarkan menjadi desa. Maka Desa Parigi tersisa 3 dusun yaitu Dusun Asana, 
Dusun Saluttowa dan Dusun Pangajiang sampai sekarang. 
Diceritakan oleh H. Dudding Daeng Rowa bersama beberapa tokoh 
masyarakat Desa Parigi Lainnya. Pada awalnya Desa Parigi meliputi wilayah 
sebelah timur dengan Desa Malino Kecamatan Tinggimoncong, sebelah selatan  
dengan Kecamatan Tompo Bulu sekarang Kecamatan Bungaya, sebelah barat 
dengan  Kecamatan Parangloe dan sebelah utara  dengan Kabupaten Maros. 
Pemerintahan dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 Desa Parigi dipimpin 
oleh H. Bakhar Karaeng Candra,  kemudian pada awal tahun 1967 diganti oleh 
Nonci Karaeng Sau’ karena  pertimbangan politik, dan di akhir tahun 1967 karena 
pertimbangan kemanan, Desa Parigi kembali dipimpin oleh H. Bakhar Karaeng 
Candra sampai tahun 2007, tahun 2008 dipimpin oleh Syafruddin Ardan Dg.  




Natsir Dg. Nai sampai tahun 2014, selanjutnya dijabat sementara oleh Hj. 
Syamsiar Rahim, S.Sos., M.Si sampai tahun 2016 dan dilanjutinya Kepala Desa 
Parigi terpilih oleh Siti Aida sampai sekarang.57 
2. Kondisi Geografis 
Desa Parigi secara geografis berada di ketinggian antara 500-800 Mdpl. 
Dengan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 135 hari s/d 160 hari, serta 
suhu rata-rata pertahun adalah 20 s/d 30o C. 
Secara administrasi Desa Parigi terletak di wilayah Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa, yang merupakan satu-satunya desa dari 6 
kelurahan dan 1 desa. Wilayah Desa Parigi secara administrasi dibatasi oleh 
wilayah kabupaten dan kecamatan serta kelurahan tetangga. 
a. Demografi/Batas Desa 
1) Di sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Maros 
2) Di sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Parigi 
3) Di sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Parangloe 
4) Di sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Malino dan 
Kelurahan Gantarang 
b. Jarak dari Ibu Kota 
1) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten 51 KM 
2) Jarak dari Ibu Kota Provinsi 60 KM 
c. Luas Wilayah Desa dalam Tata Guna Lahan 
Luas wilayah Desa Parigi 4.894 Ha terdiri dari : 
1)  Hutan lindung  : 222 Ha 
2) Hutan Masyarakat  : 285 Ha 
3) Sawah    : 350 Ha 
 




4) Ladang   : 1.699 Ha 
5) Lahan tidur/Pengembalaan : 450 Ha 
6) Tambang Gol C  :150 Ha 
7) Pemukiman   : 1.738 Ha 
d. Wilayah Desa Parigi Terdiri dari 3 Dusun 
Wilayah Desa Parigi terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu : 
1) Wilayah Dusun Saluttowa terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun 
Tetangga (RT), yaitu : 
a) RK 01 Saluttowa 4 RT 
b) RK 02 Jonggowa 2 RT 
c) RK 03 Limbua 3 RT 
d) RK 04 Tanete 2 RT 
e) RK 05 Kampung Beru 2 RT 
f) RK 06 Mappatangka 3 RT    
2) Wilayah Dusun Pangajiang terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 11 
Rukun Tetangga (RT), yaitu : 
a) RK 01 Bulo 3 RT 
b) RK 02 Pangajiang 2 RT 
c) RK 03 Bontosapa 4 RT 
d) RK 04 Pakua 2 RT 
3)  Wilayah Dusun Asana terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun 
Tetangga (RT), yaitu : 
a) RK 01 Patuku 2 RT  
b) RK 02 Asana 3 RT 




d) RK 04 Matanna 2 RT58 
3. Struktur Pemerintahan 
Nama-nama pejabat administrasi pemerintah Desa Parigi yaitu : 
a) Kepala Desa  : Siti Aida 
b) Sekretaris Desa  : Hizbullah Ardan 
c) Kaur Pemerintahan : Muh. Natsir 
d) Kaur Pembangunan : Irvan 
e) Kaur Umum  : Umair Wahab 
f) Kasi Kesejahteraan : Ayu Ashari 
g) Kaur Keuangan  : Rio Abdi Wibowo 
h) Kaur Adinistrasi  : Irsad 
i) Staf Kaur Keuangan : Ranggawinata59  
4. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah  
Wilayah Desa Parigi secara umum mempunyai luas geologis berupa 
daerah pegunungan dengan hamparan padang ilalang yang dijadikan sebagai 
tempat rerumputan penggembalaan, dan hutan yang didominasi oleh jenis pohon  
pinus, sengon, kayu putih, aren dan berbagai jenis tanaman kayu lainnya yang 
banyak menghasilkan madu alami serta industri rumah tangga pembuat gula aren. 
Selain berupa hutan Desa Parigi juga merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) 
hulu Je’ne Berang. Kondisi kemiringan tanah secara umum di Desa parigi 
diperkirakan sekitar 15o s/d 45o. 
Selain itu, kondisi alam Desa Parigi yang merupakan daerah pegunungan, 
dengan panorama alam serta hutan yang masih asri. Oleh karena itu, Desa Parigi 
sangat cocok sebagai tempat yang sangat menarik bagi orang-orang yang 
memiliki hobi berburu babi hutan dan  rusa. 
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Desa Parigi juga dikelilingi oleh sungai antara lain di sebelah selatan 
dengan sungai Je’ne Berang, di antara Dusun Saluttowa dan Dusun Asana 
terdapat sungai Balang Malino membela Desa Parigi dengan anak sungai Balang 
Keleng dan Aua, di sebelah utara dengan sungai Rakikang dengan anak sungai 
Balengkang dan Balang Biru sehingga Desa Parigi sangat cocok dengan 
pembudidayaan ikan air tawar. 
Di sebelah selatan wilayah Dusun Saluttowa dan Dusun Pangajiang 
terdapat sungai Je’ne Berang yang di daerah aliran sungainya terdapat hamparan 
tambang golongan C di antaranya pasir, sertu dan batu kali. Di wilayah ini juga 
terdapat hamparan sawah serta kebun sebagai penghasilan pokok Sumber Daya 
Alam. 
Di antara Dusun Saluttowa dan Dusun Asana terdapat sungai Balang 
Malino yang airnya jernih dan tenang serta terdapat Cek Dam (bendungan kecil) 
serta banyak kubangan-kubangan (liku) sangat cocok dengan pengembangan ikan 
air tawar dengan sistem keramba. Di wilayah ini juga terdapat hamparan sawah 
serta kebun sebagai penghasilan pokok Sumber Daya Alam. 
Di sebelah utara Dusun Asana terdapat kawasan hutan lindung serta 
ratusan hektar hamparan rumput ilalang (lahan  tidur) yang sangat cocok dijadikan 
sebagai tempat penggembalaan ternak. Di wilayah ini juga terdapat hamparan 
sawah gunung serta kebun sebagai penghasilan pokok Sumber Daya Alam. 
Di Desa Parigi secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur semua  
jenis tanaman bisa tumbuh  baik berupa Palawija maupun tanaman  jangka 
panjang.60 Termasuk penggarapan sawah terdapat dua jenis yaitu sawah lapang 
tidak mengikuti curah hujan karena sumber pengairan berasal dari aliran sungai 
 




dan sawah gunung dalam penggarapannya mengikuti curah hujan atau pada saat 
memasuki musim hujan.     
5. Kondisi Sosial Budaya, Ekonomi dan Keagamaan 
a. Kondisi Sosial Budaya Desa Parigi 
Kehidupan  masyarakat Desa Parigi masih menjunjung tinggi nilai-nilai 
kebudayaan, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan 
aktivitas sosial. Hal ini tercermin dengan adanya kegiatan kebudayaan dan gotong 
royong sesama masyarakat. Kebiasaan kebudayaan tercermin dalam perayaan 
pesta adat, accera kalompoang, pesta panen, memperingati hari kemerdekaan dan 
sebagainya. Kebiasaan yang berhubungan dengan gotong royong yakni kerja bakti 
mebangun rumah, perbaikan jalan atau jembatan, kebersihan serta menggarap  
lahan pertanian dengan suka rela. 
Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Parigi masih tercermin 
dengan nuansa kerajaan, semisal kehadiran salah seorang karaeng dan pemerintah 
masih sangat dihormati, sipakatau dan saling menjaga masih terlihat pada ritinitas 
masyarakat Desa Parigi, serta dalam rutinitas masyarakat masih dengan kebiasaan 
lokal dengan menggunakan bahasa daerah meski arus perkembangan zaman 
semakin maju.  
b. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Parigi 
Berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Parigi dilihat 
dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal pendidikan terbilang minimnya 
kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih ke atas. 
Mereka lebih memilih membantu orang tua ke sawah atau ikut usaha orang tua, 
pengangguran atau langsung cari kerja, serta langsung menikah ataupun ke luar 




terkhususkan pada para generasi muda yang ada Desa Parigi. Kebanyakan faktor 
yang disebabkan adalah adalah kurangnya kesadaran pribadi, faktor sosial budaya. 
Faktor sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat serta kebanyakan 
pandangan  masyarakat tentang kesuksesan yang bukan diukur dari tingginya 
pendidikan atau kualitas diri seseorang melainkan berdasarkan tingkat ekonomi 
orang tersebut. 
Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Parigi yaitu : 
1) Masjid    : 18 
2) Puskesmas Pembantu  : 1 
3) Taman Kana-kanak  : 3 
4) SD    : 5 
5) SMP    :  2 
6) SMA    : 2 
7) Lapangan   : 3 
8) Pasar    : 1 
9) Tempat Wisata  : 1 
10) MCK    : 1 
11) Balai Desa   : 1 
Berdasarkan uraian  di atas maka masyarakat dan pemerintah desa sangat 
memperhatikan kepentingan  umum, yakni dengan memaksimalkan pembangunan 
sarana umum demi tercapainya kondusivitas masyarakat.   
Masyarakat Desa Parigi merupakan masyarakat yang rata-rata tingkat 
ekonominya menengah ke bawah. Mayoritas masyarakat mengantungkan hidup 
dari penghasilan Sumber Daya Alam  seperti bertani, ternak dan  berkebun, serta 




seperti guru, sopir, buruh bangunan, guru, pengusaha dengan berdagang,  hingga  
Pegawai Negeri Sipil. 
Namun melihat dari kondisi wilayah dan geologis Desa Parigi memiliki 
kekayaan dari Sumber Daya Alam, baik itu tambang (batu, pasir dan sertu), hutan, 
industri dari alam (gula aren, madu dan obat-obatan), ternak, tempat berburu, mata 
air dan liku kubangan ikan serta ladang untuk bercocok tanam seperti bertani dan  
berkebun.   
c. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Parigi 
Kehidupan Masyarakat Desa Parigi kini masih menjungjung tinggi nilai-
nilai agama sebab mayoritas masyarakat Desa Parigi adalah orang muslim.  
Kebiasaan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan merupakan kegiatan 
yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Kegiatan-
kegiatan yang masih aktif tersebut, misalkan tahlilan/yasinan, maulid nabi, 
pengajian, tawsyah, Majelis Taklim serta kegiatan-kegiatan ibadah keagamaan 
lainnya pada hari-hari tertentu.  
Perkembangan pemahaman dan  rutinitas keagamaan di Desa Parigi juga 
tentunya memiliki perkembangan meski dalam pelaksanaanya masih ada yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai keagaamaan lokal. Sebab suatu daerah 
perkembangan budaya dan keagamaan senantiasa berimbang. Masyarakat Desa 
Parigi dalam hal pengembangan pemahaman terhadap keagamaan merupakan hal 
yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai ibadah kepada Tuhan yang dilakukan 






B. Proses “Pitaggallang Tana” dan Pengelolahannya yang Terjadi di Desa 
Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa 
Dalam kehidupan sosial manusia, setiap individu dalam menjalani 
aktivitasnya sebagai mahluk sosial tentunya sangat membutuhkan orang lain. 
Kebutuhan manusia dalam menjalani hidup sangatlah beragam dan akan 
disuguhkan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Manusia jika menghadapi 
persoalan-persoalan kehidupan senantiasa dianjurkan untuk bermuamalah atau 
tolong menolong dalam kebaikan.  
Tolong menolong merupakan suatu dorongan fitrah manusia sebagaiman 
anjuran agama Islam agar manusia senantiasa tidak melalaikan hubungan 
sosialnya. Islam adalah agama komprehensif yang mengatur seluruh sendi-sendi 
kehidupan manusia, sebab selain tanpa anjuran agama maka hidup manusia akan 
menemui kekacauan serta menjauhkan diri dari keselamatan. Maka dari itu 
persoalan-persoalan kehidupan setiap individu manusia mesti diselesaikan dengan 
tolong menolong, seperti gotong royong, hutang piutang dan sebagainya. 
Hutan piutang terjadi demikian karena dilihat dari berbagai macam kondisi 
ekonomi baik itu kondisi keuangan, kebutuhan modal atau kondisi yang mendesak 
pada tiap individu manusia.  
Hutang piutang seperti ini sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat.  
Bahkan hutang piutang yang kadang mengharuskan adanya barang tangguhan 
sebagai bentuk jaminan atas uang yang dipinjamkan kepada pihak pemilik barang 
yang telah menggadaikan harta bendanya. 
Gadai (Rahn) merupakan menjaminkan suatu barang atau harta benda 
yang memiliki nilai atas hutang sebagaimana hak atas kepemilikan berpindah 




sebagai bentuk jaminan dalam hutang piutang dalam hal ini menjaminkan harta 
benda berupa sawah agar mampu meyakinkan pihak pemberi hutang suatu saat 
yang berpiutang mampu mengembalikan apa yang telah dipinjam. 
Seperti halnya proses hutang piutang dengan adanya jaminan berupa 
“Pitaggallang Tana” yang terjadi di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 
Kabupaten Gowa, digambarkan suatu kegiatan menggadaikan harta benda atau 
barang berharga sebagai jaminan dalam hal ini adalah menggadaikan sawahnya. 
Sawah yang digadai tersebut (Rahn) diserahkan kepada pihak penerima barang 
gadai (Murtahi) dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya, hingga sampai pemberi 
barang gadai (Rahi) dapat melunasi hutangnya. 
Dalam pelaksanaanya, gadai (Rahn) dianjurkan dalam Islam sebagaimana 
rahn dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2:283, yaitu :  
َ َ  َ َ ََ  َ َ َ ََ…َََََ
Terjemahnya:  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”61 
Dari beberapa pemahaman terkait dengan dalil di atas jumhur ulama 
menjelaskan bahwasanya secara konteks bahwa praktek gadai menggaidai 
diperbolehkan dalam Islam, jika kebutuhan tersebut mendesak hingga disebut 
sebagai illat terdesaknya kebutuhan yang bersifat umum. Dari dalil Al-Qur’an  
tersebut Rasul juga pernah mempraktikkan gadai, diperkuat juga dalam hadits 
Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :   
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(رواهَأحمدوالبخرى) ََُشِعْيًراَأِلَْهِلهَََِوأََخذَِمْنهَ  
Artinya : 
“Dari Anas, ia berkata ; Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju 
perangnya kepada seorang Yahudi Madinah. Dari gadaian itu Rasul 
mengambil utang gandum kepada Yahudi itu untuk keluarganya”. (HR. 
Ahmad dan Bukhari).62 
Dari dalil di atas merupakan suatu rujukan umat Islam dalam 
melaksanakan proses tolong menolong dalam hal hutang piutang dengan 
menghadirkan adanya jaminan atau harta benda untuk digadaikan. 
Adapun proses gadai dalam hutang piutang yang menghadirkan adanya 
pitanggallang tana di kalangan masyarakat Desa Parigi Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa, yaitu : 
1. Akad Pitaggallang Tana 
Akad Pitaggallang Tana atau gadai sawah yang sering terjadi di kalangan 
masyarakat Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, umunya 
dilakukan antar individu.  Tata cara dalam proses akad yang dilakukan oleh 
masyarakat tidak merujuk pada aturan tertentu baik itu undang-undang ataupun 
hukum Islam serta tidak melibatkan tokoh pemerintah ataupun tokoh agama. Tata 
cara yang dipelihara adalah budaya atau tradisi yang berlaku di kalangan 
masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun. 
Adapun penyebab dari adanya akad dari pitaggalang tana ini tidak lain 
disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, keperluan sehari-hari, menambah modal, 
keperluan yang mendesak serta kebutuhan lainnya. 
 
 




a) Hanapia dengan Dg. Kanang 
Akad gadai seperti halnya yang dilakukan oleh Hanapia pihak penggadai 
(Rahin) dengan Dg. Kanang pihak penerima gadai (Murtahin). 
“Kupa’pitaggallangi anjo tanaku nasaba’ parallua tambahang modala, 
untuk danggangang. Anjo pole tanaku tena kusawe lanjamai nasaba’ bellai 
lokasina, sibuka pole a’danggang anjo siwattu. Ero’ tonji pole saribattangku 
anta’galaki. Punna pelunasanna tenaja batasan wattu.”  (Hanapia) 
Hanapia menerangkan bahwa, latar belakang atau penyebab melakukan 
transaksi hutang piutang dikarenakan ingin menambah modal usaha dalam 
melakukan perdagangan. Sedangkan Ia menghadirkan sawahnya untuk digadaikan 
disebabkan sawah tersebut tidak lagi digarap karena kurang sanggup dengan 
lokasi yang cukup jauh ditambah lagi dengan fokus untuk berdagang. Berhubung 
dengan adanya sawah yang bisa dijaminkan maka Hanapia meggadaikan 
sawahnya kepada saudaranya Dg. Kanang. Dalam proses akadnya juga tidak 
menentukan batasan waktu.63 
“Anjo siwattu Hanapia battu mange ri balla’, nasaba’ parallui ri doe’ 
untuk tambahang modala’na. Na kana anjomo tanaku taggla’ ka tena tonja ku 
sawe anjamai. Punna soala’pelunasanna tenaja kusarei batasang wattu, ni’a 
tompa doe’na nampa napasuluki”.  (Dg. Kanang) 
Dg.  Kanang selaku pihak pemegang barang gadai (murtahin) mengatakan 
bahwa, awal mula terjadinya pitanggallang tana dengan Hanapia dikarenakan 
butuhnya tambahan modal. Hanapia mendatangi rumah Dg. Kanang dan meminta 
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sejumlah sebagai hutang dan menawarkan sawahnya untuk dijadikan barang 
jaminan sebab sawah tersebut tidak digarap oleh pihak penggadai (rahin). 
Dalam transaksi hutang piutang ini berlangsung sejak tahun 2001, dalam 
proses akad yang dilakukan juga berdasar pada urusan kekeluargaan tampa 
melibatkan tokoh pemerintah maupun tokoh agama, serta tidak menghadirkan 
surat perjanjian. 
Pada proses akad kedua bela pihak sepakat bahwa untuk pelunasannya 
tidak menghadirkan batasan waktu, bahwa sawah yang digadai (Rahn) akan 
diambil kembali oleh pihak penggadai (rahin) ketika sudah dilunasianya. Dalam 
transaksi akad Pitanggallang tana tersebut Hanapia pihak penggadai (rahin) 
menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000 dan menyerahkan langsung sawahnya 
seluas kurang lebih 3 are berbentuk fisik/bukan sertifikat kepada Dg. Kanang 
pihak penerima (murtahin) sebagai jaminan. Transaksi kekeluargaan dengan asas 
kepercayaa ini dilakukan dengan alasan bahwa kedua belah pihak bersaudara. 
Serta dalam pelaksanaanya tidak menghadirkan batasan waktu dengan alasan 
ketika pihak rahin ingin mengambil kembali sawahnya sesuai dengan 
kemapuannya atau ketika sudah ada uangnya.64      
b) Sahrianti dengan Dg. Suriani dan Suandi 
Akad gadai seperti halnya yang dilakukan oleh Dg. Suriani dan Suandi 
pihak penggadai (rahin) dengan Sahrianti pihak penerima gadai (murtahin) 
dengan menerima 2 gadai sawah dari pihak penggadai. 
”Nia’ rua tana kutaggala’. Kutaggalaki anjo tanana Dg. Suriani nasaba’ 
parallui ri doe’ ka eroki appatempo/appa’bunting singkamman tonji anjo i Suandi 
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ka labunting tongi jari kuallemi kutaggala’ tanana. Anjo siwattu Dg. Suriani 
battui mange ri balla’ appala’tolong. Kamma tonji anjo I Suandi battu tongi 
riballa. Punna batasang wattu tena, erokku nakke ia bajiki punna tettere 
napusulu’ Tanana”. (Sahrianti) 
Sahrianti mengatakan bahwa ada 2 sawah yang diterima sebagai jaminan. 
Pada adatransaksi akad hutang piutang dengan menghadirkan pitaggallang tana 
dengan Dg. Suriani pihak penggadai (rahin) disebabkan karena membutuhkan 
uang untuk melangsungkan perkawinan anaknya. Seperti halnya Suandi pihak 
penggadai (rahin) yang juga akan melangsungkan perkawinannya. Awal mula 
terjadinya akad pitaggallang tanan ini yaitu pihak penggadai (rahin) mendatangi 
rumah pemegang barang gadai (rahin) dengan meminta sejumlah uang sebagai 
hutang dan menawarkan sawahnya seabagai barang tangguhan sebagai bentuk 
jamian. Dalam proses akadnya juga tidak menghadirkan adanya batasan waktu, 
serta murtahin berharap agar hutangnya secepatnya dilunasi.65 
“Nipappitaggallngi anne tanayya nasaba’ lattempoi tawwa parallui 
tawwa ridoe’. Punna nia’ mangkaja bija lambantui tawwa, nipau memangji 
pappitaggallangmi mange rolo tanayya, nasaba’ pepa’ tojengi tawwa”. (Suandi 
dan Suriani) 
Dg. Suriani selaku pihak penggadai (rahin) pertama dan juga Suandi 
selaku pihak penggadai (rahin) kedua, menggadaikan sawahnya denga alasan dan 
latar belakang yang serupa yaitu mengenai tambahan dana dalam pelaksanaan 
pesta perkawinan. Keduanya membutuhkan uang, dan menganggap bahwa selama 
masih ada keluarga yang bisa membantu dan menutupi kekurangan maka tidak 
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masalah untuk menggadaikan sawah sebagai bentuk jaminan dalam hutang 
piutang kepada Sahrianti pihak penerima gadai (murtahin).66   
 Dalam transaksi hutang piutang ini berlangsung sejak tahun 2018 anatara 
Sahrianti dengan Dg. Suriani sedangkan Sahrianti dengan Suandi berlansung pada 
tahun 2019. Dalam proses akad yang dilakukan juga berdasar pada urusan 
kekeluargaan tanpa melibatkan tokoh pemerintah maupun tokoh agama, serta 
tidak menghadirkan surat perjanjian hanya dengan saksi keluarga. 
Pada proses akad yang dilakukan kedua bela pihak, baik itu dengan Dg. 
Suriani pihak penggadai petama dan Suandi pihak penggadai kedua sepakat 
bahwa untuk pelunasannya tidak menghadirkan batasan waktu, bahwa sawah yang 
digadai (Rahn) akan diambil kembali oleh pihak penggadai (rahin) ketika sudah 
dilunasianya. Dalam transaksi akad Pitanggallang tana tersebut Dg. Suriani pihak 
penggadai (rahin) pertama dengan menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000 dan 
Dandi sebagai pihak penggadai (rahin) kedua dengan menerima uang sejumlah 
Rp. 10.000.000, menyerahkan langsung sawahnya dalam berbentuk fisik/bukan 
sertifikat kepada Sahrianti pihak penerima (murtahin) sebagai jaminan. Transaksi 
kekeluargaan dengan asas kepercayaa ini dilakukan dengan alasan bahwa kedua 
belah pihak baik pihak penggadai pertama maupun yang kedua adalah keluarga.67       
2. Pengelolahan dan Pembagian Hasil 
Pengelolahan tana yang telah nipitaggallang dilakukan oleh masyarakat 
Desa Parigi hanya berdasar pada kebiasaan, yaitu : 
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a) Hanapia dengan Dg. Kanang 
“Kupa’pitaggallangi anne tanaku nasaba’ tenaja kusawe anjamai. Anjo 
tanayya siwattu Dg. Kanang anjamai, kupauji angkua allemi anne taggala’ 
tanaku, kisarema do’eta, kijamami mange. Punna so’ala’ nirugikang, tenaja 
kumerasa nirugikan nasaba’ saribattangku tonji, suka rellaja”. (Hanapia). 
Dalam proses pitanggallang tana ini Hanapia selaku penggadai (rahin) 
menerangkan bahwa sawah yang berstatus sebagai barang tangguhan tersebut. 
Dalam akadnya bahwa Hanapia meminta sejumlah uang dan menyerahkan 
sawahnya sebagai jaminan memberikan izin atas pengelolahannya. Jadi sawah 
tersebut telah dikelolah atau digarap oleh Dg. Kanang selaku pemegang barang 
gadai (murtahin). Hanapia menganggap bahwa dalam pengelolahannya Ia tidak 
merasa dirugikan karena saudaranya sendiri serta suka rela dalam 
pelaksanaannya.68 
“Anne tana kutaggalaka inakkeji anjamai, katenaja nasawe Ia anjamai. 
Do’iji napala nampa napau, daraji anjo tanayya ka tenaja anjamai. Nia’pa 
doekku nampa kupasuluki. Anne tanayya bara’ tompi nakkule nijama, ka tana 
tingkasa’. Punna wassele’na nakke tonji angngallei”. (Dg.  Kanang). 
Pengelolahan sawah dalam proses pitaggallang tana ini Dg. Kanang 
selaku pemegang gadai (murtahin) menerangkan bahwa, sawah yang berstatus 
jaminan ini telah dikelolah atau digarap olehnya atas dasar kesepakatan denga 
Hanapia selaku penggadai (rahin). Dg. Kanang bersedia menerima sawah ini 
sebagai jaminan karena ingin membantu saudaranya. Begitu juga pengelolahannya 
diberikan sepenuhnya olehnya agar sawah ini agar ada yang menggarapnya 
ketimbang dibiarkan begitu saja tanpa ada yang menggarap. Sawah tersebut 
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digarab sekali dalam setehaun ketika memasuki musim hujan, dikarenakan sawah 
gunung. Dalam pengelolahan ini hasil dari garapannya pun sepenuhnya diterima 
oleh murtahin. 69 
b) Sahrianti dengan Dg. Suriani dan Suandi  
“Anne tana kutanggalaka ri Dg. Suriani na I Suandi nakkeji nasareang 
anjamai, nakua jamami mange kaparallua’ ri doe’. Jari anne tana kutaggalaka, 
kupa’pitesangngangi, kania’ todong tanaku kujama. Punna wassele’na a’bage 
rua a’ siagang anjo kuuranga appitesang”. (Sahrianti). 
Pengelolahan sawah dalam pitanggallang tana yang dilakukan oleh 
Sahrianti selaku pemegang gadai (murtahin) Ia menerangkan bahwa, sawah yang 
telah dijaminkan oleh pihak rahin itu kemudian diberikan untuk dikelolah 
olehnya. Sahrianti mengatakan bahwa dalam proses penggarapannya Ia 
memberikan kepada buruh tani atau pihak ketiga untuk menggarapnya (pitesang). 
Dalam penggarapan pitesang ini bentuknya adalah bekerja sama dengan orang 
lain atau pihak ketiga dalam penggarapannya, baik itu modal bibit, pupuk serta 
penggarapan sampai panennya dilakukan dengan kerja sama. Kemudian 
pembagian hasilnya itu dibagi dengan pihak penggarap. Alasan Sahrianti untuk 
melakukan pitesan dikarenakan persoalan kesanggupan dan pembagian waktu, Ia 
juga memiliki sawah sendiri untuk digarap.70 
“Anjo tana kupappitaggalaka, kusareangji mange anjamai ka cikalingku 
tonji. Nasaba’ nakke parallua’ ri doe’, punna persoalang wassele’na ia ji 
angngallei, ka ia tonji ammodalli. Punna tenapa kusanggup ammpassuluki 
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passammi rolo najama. Punna so’al nirugikang tenaja, bahkan merasa 
nibantuja’”.  (Suandi) 
 Dalam proses pengelolahan sawah yang berstatus jaminan tersebut, sawah 
yang digadaikan sepenuhnya diserahkan kepada murtahin. Suandi pihak 
penggadai kedua (rahin) mengatakan bahwa untuk pengelolahannya sepenuhnya 
diserahkan kepada pihak murtahin. Dan untuk persoalan pembagian hasilnya juga 
diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemegang gadai murtahin. Seperti halnya 
yang dilakukan oleh Dg. Suriani pihak penggadai pertama (rahin) menyerahkan 
penuh hak katas sawah yang telah digadaikan kepada Surianti selaku pemegang 
gadai (murtahin). Suandi dan menganggap bahwa dalam pengelolahannya Ia tidak 
merasa dirugikan dengan alasan bahwa bahkan Ia merasa tertolong.71 
3. Pendapat Para Tokoh 
Adapun pendapat para tokoh masyarakat terkait proses hutang piutang 
dengan menghadirkan adanya pitanggalang tana yaitu : 
a) Bapak Hamada 
Bapak Hamada selaku Kepala Dusun Saluttowa Desa Parigi menerangkan 
bahwa dalam proses akad hutang piutang dengan menghadirkan sawah sebagai 
jaminan semestinya harus ada surat perjanjian. Mengapa demikian karena dasar 
hukumnya tidak sah. Mesti ada surat perjanjian di atas materai. 
Masyarakat seringkali melakukan proses terkait pitaggallang tana hanya 
dilakukan sesama masyarakat sajah. Nah, efek dari hal demikian, ketika ada yang 
ingin melakukan proses pelunasan atau pengambilan kembali sawahnya biasa ada 
masyarakat yang mau dengan alasan, harus sesuai dengan jangka waktu (jika ada 
penetapan waktu). Ataukah tidak adanya bukti perjanjian dari pihak tertentu, 
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semisal pemerintah sehingga dasar hukum untuk melakukan pelunasan itu tidak 
kuat. 
Seringkali masyarakat menghadirkan jangka waktu dan ada juga yang 
tidak menghadirkan adanya batasan waktu. Dan apabila tidak menghadirkan 
jangka waktu dalam proses pitaggallang tana, maka proses pelunasanya harus 
bergantung pada pihak penggadai (rahin). Pelunasan dilakukan ketika sudah ada 
uang dari pihak penggadai (rahin) tanpa ada batas waktu, bahkan berlangsung 
hingga puluhan tahun. Sepanjang tidak adanya pelunasan dari pihak penggadai 
(rahin) maka pihak penggadai memberikan hak kepada pihak pemegang gadai 
(murtahin) untuk pengelolahan dan pemanfaatan sawah tersebut. Pemerintah 
setempat menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak kuat, karena tidak ada dasar 
hukum dan bisa saja mudaratnya lebih besar, semisal mengikuti peningkatan 
harga beras. Proses gadai menggadai sering terjadi seperti menggadai sawah, 
kebun ternak dan sebagainya. 
Pak Hamada menganggap bahwa, masyarakat dalam melakukan proses 
pitanggallang tana kurang, bahkan hampir tidak memperhatikan hukum Islam 
sebagai acuan dalam prosesnya. Hal demikian terjadi karena kesadaran dan 
pemahaman masyarakat masih kurang perihal keagaamaan dan penerapan hukum 
Islam dalam pitaggallang tana ini. Gadai menggadai semestinya harus berpatokan 
pada agama serta mengikuti prosedur pemerintah, agar tidak menghadirkan 
permasalahan ataupun sengketa sesama masyarakat. 
Pengelolahan sawah dalam pitaggallang tana di masyarakat itu dikelolah 
serta hasinya pun sepenuhnya dikelolah oleh pihak pemegang gadai (murtahin). 
Pembagian hasil dalam masyarakat itu hanya dalam proses pitesang (kerja sama 




Dalam pitanggallang tana mulai dari akad sampai pada pengelolahan, 
dalam prosesnya, Pak Hamada menganggap bahwa sepanjang dalam 
pelaksanaanya itu tidak berdasar pada hukum Islam maka hukumnya riba. Namun 
dalam kebiasaan masyarakat juga senantiasa mengedepankan sistem kekeluargaan 
dan selama tidak ada pihak yang dirugikan maka itu boleh saja. Namun 
seharusnya pelaksanaan pitaggallang tana mesti mengedepankan nilai-nilai 
agama serta melibatkan pemerintah agar dalam prosesnya tidak ada persoalan 
yang terjadi.72 
b) Idris Sampe 
Bapak Idris Sampe selaku Imam Desa Parigi menerangkan bahwa, 
Masyarakat di Desa Parigi seringkali melakukan transaksi hutang piutang yang 
menghadirkan sawah sebagai jaminan, dikarenakan adanya kebutuhan yang 
mendesak, ingin menambah modal usaha dan kebutuhan lainnya. Hal demikian 
terjadi karena keadaan ekonomi masyarakat Desa Parigi itu rata-rata menengah ke 
bawah, pun kalau ada menegah ke atas itu hanya golongan tertentu. 
Masyarakat dalam melakukan akad pitaggallang tana, kebanyakan tidak 
melibatkan tokoh agama atau pemerintah sebagai saksi atau perantara, karena 
masyarakat mengedepankan kebiasaan dan sistem kekeluargaan. Dalam proses 
akad terkadang ada yang menghadirkan batasan waktu dan ada juga yang tidak 
menghadirkan adanya batasan waktu. 
Begitu juga dalam proses pengelolahan atau penggarapan sawah yang 
berstatus sebagai jaminan, hal tersebut tergantung dari kesepakatan. Kalau misal 
sawah tersebut dikelolah oleh pemegang barang gadai (murtahin) maka 
sepenuhnya hasil tersebut milik pemegang barang gadai (murtahin). Dan ketika 
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sawah tersebut dikelolah oleh pihak penggadai (rahin) maka hasil tersebut dibagi 
sebagai bentuk jasa bagi pengelolah. 
Menurut Idris Sampe, bahwa masyarakat di Desa Parigi dalam melakukan 
proses pitaggallang tana hanya mengacu pada kebiasaan. Hal demikian terjadi 
dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum Islam masih kurang. 
Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat dan pemerintah di Desa 
Parigi seperti pengajian, majelis taklim atau jum’at ibadah itu masih rutin di 
laksanakan. Namun terkait dengan pelaksanaan gadai menggadai dalam anjuran 
hukum Islam, pemahaman masyarakat masih kurang.  
Pak Idris Sampe mengatakan bahwa dalam proses pengelolahan sawah 
yang berstatus sebagai jaminan itu tidak mengandung unsur riba, selama tidak 
mengejar keuntungan. Karena dalam prosesnya, setelah panen masih butuh proses 
pengelolahan untuk mendapatkan hasil. Pun dalam pengelolahan sawah di 
masyarakat hanya berdasar pada sistem kekeluargaan (suka rela) dan selama tidak 
mengejar keuntungan maka tidak tergolong riba. 
Karena melihat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait 
hukum Islam maka Pak Idris Sampe menyarankan solusi kepada masyarakat yaitu 
bahwa dalam transaksinya atau dalam akad mestinya ada tanda bukti jaminan, 
harus ada saksi, melibatkan tokoh agama dan pemerintah setempat. Karena yang 
diwaspai adalah timbulnya permaslahan baru seperti sengketa dan permaslahan 
lainnya. Jika hal demikian hanya berdasar pada kebiasaan yang hanya 
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c) Muh. Natsir 
Bapak Muh. Natsir selaku tokoh pemerintah (Kasi Pemerintahan) Desa 
Parigi mengatakan bahwa masyarakat senantiasa setelah kedua belah pihak 
membangun akad barulah ke pemerintah, terkadang juga tanpa sepengetahuan 
pemerintah. Dalam proses pitaggallang tana terkadang menghadirkan adanya 
batasan waktu terkadang juga tidak adanya batasan waktu. 
Masyarakat Desa Parigi dalam transaksi hutang piutang dengan 
menghadirkan adanya pitaggallang tana hanya dengan sistem kepercayaan. 
Dalam prosesnya tidak pernah melibatkan pemerintah, terkadang terjadi sengketa 
serta setelah adanya masalah baru menghadap ke pemerintah. 
Pengelolahan sawah digarap hingga penerimaan hasilnya oleh pihak 
pemegang barang gadai (murtahin) saja. Anggapan masyarakat, jika dengan 
maksud tolong menolong maka dalam prosesnya tidak ada riba. Pun jika 
mengandung unsur riba harus melihat prosenya, karena adanya suka rela sesama. 
Pemahaman masyarakat dalam prosesnya tidak dikaitkan dengan hukum Islam 
dikarenakan kebiasaan dengan maksud tolong menolong sesama. 
Muh. Natsir menyarankan bahwa semestinya masyarakat dan pemerintah 
mesti meperbanyak penyuluhan, mesti ditetapkan aturan agar tidak ada korban. 
Dalam proses pitaggallang tana ini mestinya melibatkan pemerintah agar dalam 
pelaksanaannya saling membantu.74 
d) Hizbullah Ardan 
Bapak Hizbullah Ardan selaku tokoh agama sekaligu Sekretaris Desa 
Parigi mengemukakan bahwa persoalan pitaggallang tana atau gadai sawah 
seringkali dilakukan oleh hanya sesama masyarakat saja. Masyarakat tidak pernah 
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melibatkan pemerintah setempat. Apalagi bicara persoalan hukum Islam, 
masyarakat hanya mengandalkan tradisi dan jauh dari anjuran hukum Islam. Hal 
demikian bisa dibilang tidak syar’i. 
Hizbullah Ardan mengatakan bahwa yang kurang kita ketahui selaku pihak 
pemerintah dari prosesnya adalah persoalan transaksi, bagaimana masyarakat 
melakukan kesepakatan karena tidak pernah melibatkan pemerintah. Sementara 
pemerintah harus mengetahui serta harus menghadirkan saksi dari kedua belah 
pihak. Apalagi dalam proses akad sampai pada pengelolahannya, pokoknya kalau 
kita kembali kepada hukum Islam, apapun namanya itu tidak boleh karena 
mengandung unsur riba. 
Misal, kalau akad atau perjanjian ada istilah bagi hasil selama proses itulah 
yang disebut “ijon” (bahasa jawa) mengambil atau membayar sebelum 
menghasilkan, dan jikalau hasilnya maka pasti ada yang dirugikan. Maka hal 
demikian dilarang oleh agama, karena dalam agama tidak ada istilah porsentase 
(bagian yang diperkirakan). Hal demikian tidak dianjurkan dalam agama, karena 
apapun itu jika ada keuntungan maka hukumnya adalah riba, karena jelas dalam 
Islam. 
Terkait hukum Islam terkait pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam 
pitaggalang tana ini sangat kurang. Karena perjanjian gadai yang dilakukan yang 
dilakukan oleh masyarakat hanya berdasarkan tradisi atau kebiasaan, tidak 
berdasar murni hukum Islam.  
Bicara perihal impact atau dampak, resiko dari prosesnya adalah ada pihak 
yang dirugikan. Kalau sama-sama menguntungkan itu tidak ada masalah, tapi 
kalau ada pihak yang dirugikan? itu tidak ada jaminan. Inilah yang dilakukan 




Proses transaksi akad dalam pitaggallang tana jarang menentukan adanya 
batasan waktu. Nah resiko selanjutnya adalah jika terjadi sengketa atau 
wanprestasi, sebenarnya juga masyarakat harus menyelesaikannya sendiri dengan 
cara kekeluargaan tidak melibatkan pemerintah, karena memang tidak ada 
keterlibatan pemerintah dalam hal ini. Pemerintah betul-betul hanya berdiri 
sebagai mediator saja, untuk penyelesaian maslah pemerintah tidak memiliki 
wewenang. 
Hizbullah Ardan menawarkan saran bahwa dalam hal pitaggallang tana 
yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Parigi sebaiknya ditinjau 
ulanglah. Masyarakat bersama pemerintah, pemangku adat dan tokoh agama 
seharusnya melakukan peninjauan ulang. Jadi untuk persoalan ini semua pihak 
harus sering-sering melakukan sosialisasi. Karena persoalan ini, di satu sisi selaku 
tokoh agama di satu sisi adalah pemerintah harus berdiri di tengah-tengah. Selaku 
tokoh agama menganggap ini tidak boleh karena ini berjalan sesuai tradisi, secara 
pribadi selaku muballiqh mengatakan itu haram. Tapi kembali lagi selaku 
pemerintah atau bagian dari pemerintah tidak mungkin mematahkan, menghalau 
atau membatasi hal demikian karena bisa saja berlawanan dengan masyarakat.  
Maka sebijak-bijaknya yang memahami hal ini harus melakukan sosialisasi, 
seperti pemerintah setempat, pemangku adat dan yang terpenting adalah 
Depertemen atau Kementrian Agama.            
Dalam kehidupan masyarakat di Desa Parigi pitaggallang tana sudah 
menjadi tradisi, jadi resiko demikian adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran 
terkait pentingnya hukum Islam. Akibat dari menggadai juga sering terjadi 
kebiasaan yang sibut sebagai pitesang (bekerja sama dengan pihak penggarap). 
Dari tahun ke tahun, turun-temurun hanya sekedar bekerja, bertani dan menggarap 




tidak memiliki sawah. Banyak masayarakat yang menggarap sawah itu 
sebenarnya adalah milik orang lain. Jadi bisa dibilang mereka demikian itu bukan 
petani tetapi buruh tani. 
Dalam proses pitaggallang tana ini memang seharusnya berdasar pada 
hukum Islam, jika tidak pastinya ada resiko. Itulah mengapa agama melarang 
demikian. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semua keuntungan yang 
mengharapkan keuntungan itu hukumnya haram (Riba).  
4. Permasalahan dalam Pitaggallang Tana 
Adapun permasalahan-permaslahan dalam pitaggallang tana yaitu : 
a) Proses akad atau perjanjian dari kedua bela pihak, tidak melibatkan tokoh 
pemerintah sebagai penyedia legalitas serta tokoh agama selaku pembimbing 
agar mengedepankan anjuran hukum Islam. Jika tidak maka hukumnya tidak 
syar’i.  
b) Tidak adanya legalitas yang kuat serta rujukan yang jelas terkait 
pelaksanaannya. Tidak ada bukti perjanjian dan kurangnya pemahaman serta 
kesadaran masyarakat terkait pentingnya hukum Islam.  Dan sangat beresiko 
nantinya jika terjadi permasalahan seperti sengketa atau wanprestasi serta 
masalah lainnya. 
c) Tidak adanya batasan waktu sehingga dalam prosenya bisa berlangsung lama 
serta kejelasan pelunasannya tidak kuat. 
d) Melibatkan pihak ketiga dalam pengelolahannya, mampu mengakibatkan 
dampak buruk. Sebab termasuk melalaikan hak dan kewajiban atas barang 
gadaiaan serta tidak adanya kepastian terkait kemanannya. 
e) Pengelolahan sampai pelunasannya. Sawah yang berstatus sebagai barang 
jaminan bisa saja ada pihak yang dirugikan, ada keuntungan dan mampu 




C.  Analisis Hukum Islam Terhadap “Pitaggallang Tana” di Desa Parigi 
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa  
Berkaitang dengan pitaggallang tana maka ditinjau dengan hukum Islam 
pendapat para Jumhur Ulama mulai dari proses akad, proses pemanfaatan atau 
pengelolahannya hingga pelunasannya, yaitu : 
1. Akad Gadai 
Akad secara istilah yaitu ketertarikan atau keinginan diri terhadap sesuatu 
yang lain dengan membangun kesepakatan dan komitmen sebagaimana yang telah 
disyariatkan. Akad merupakan suatu keharusan yang mengikat seseorang dengan 
orang lain melalui perikatan tertentu.  
Adapun beberapa prinsip akad dalam gadai yaitu : 
a. Akad tabarru, yaitu adanya kebajikan. Sebab, pinjaman yang diberikan oleh 
murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. 
b. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh yaitu jika rahin menggadaikan sejumlah 
barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang 
gadai tetap di tangan murtahin hingga rahin itu melunasi hutangnya.  
c. Musnahnya barang gadai ditanggung oleh murtahin. Alasannya, karena barang 
gadai itu merupakan jaminan utang, apabila barang tersebut musnah, maka 
kewajiban melunasi hutang menjadi juga musnah. 
d. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah dengan mewakilkan 
penjualanya kepada orang yang adil dan dapat dipercaya. 
e. Pemeliharaan dan penguasaan, yaitu terhadap barang yang digadaikan pada 
garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai.75 
 
 




2. Syarat-syarat dan Rukun Gadai 
Praktik gadai menggadai boleh dikatakan kegiatan yang tidak pernah sepi 
di masyarakat. Pelaksanaannya sepatutnya memenuhi dan memperhatikan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa ketentuan syarat-syarat dan 
rukun dalam gadai. 
Adapun syarat-syarat dalam menggadai yang dikemukakan oleh Sayyid 
Sabiq adalah sebagai berikut : 
a. Orang yang menggadai dan orang yang menerima gadai itu sudah dewasa. 
b. Memiliki pekiran yang sehat. 
c. Barang gadaian ada ketika akad dan dapat diserahkan.76  
Berdasarkan pendapat ulama Syafi‟iyah tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa syarat-syarat barang rahn adalah : 
a. Harus bisa diperjualbelikan 
b. Harus berupa harta bernilai 
c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram 
d. Harus diketahui keadaan fisiknya 
e. Harus dimilki oleh rahin, setidaknya harus atas izin pemiliknya.77   
Adapun rukun dalam gadai menurut jumhur ulama rukun rahn memiliki 
empat unsur, yaitu :  
a. Sighat (lafal ijab dan qabul) yaitu adanya kesepakatan antara rahin dan 
murtahin dalam melakukan transaksi gadai. 
b. Ar-rahin dan Al-murtahin, Ar-rahin (orang yang menggadaikan) yaitu orang 
yang telah dewasa, berakal dan bisa dipercaya. Al- murtahin (yang menerima 
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gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh pihak rahin untuk 
memperoleh modal dengan barang jaminan yang digadai. 
c. Al-marhun, yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh rahin untuk 
mendapatkan modal.  
d. Al-marhun bih (hutang) yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh murtahin 
kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.78 
Adapun analisis terkait pelaksanaan akad gadai dalam pitaggallang tana 
yang dilakukan oleh masyarakat Desa parigi yaitu terkait pelaksanaan akad harus 
berdasar pada yang telah disyariatkan dalam hukum Islam. Sesuai dengan akad 
tabarru harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan.  
Berdasarkan syarat dan rukun gadai bahwa yang bisa melakukan proses 
akad adalah memiliki pikiran sehat, dewasa yang dimaksud disini adalah orang 
yang mampu mencegah sebelum terjadinya masalah-masalah dalam prosesnya 
seperti pemerintah dan tokoh agama, berakal dan biasa dipercaya, yang dimaksud 
disini adalah memiliki pemahaman serta kesadaran terkait dengan hukum Islam 
sebagai rujukan dalam pelasanaanya. Karena jika tidak dengan rujukan demikian 
maka mampu menimbulkan resiko atau masalah-masalah dalam pelaksanaannya.  
3. Hak dan Kewajiban (Murtahun dan Rahin) 
a. Hak Murtahin (Penerima Gadai) 
1) Murtahin berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi 
kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai 
(marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan 
sisanya dikembalikan kepada rahin. 
2) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak 
menahan harta benda yang diserahkan oleh rahin. 
 




3) Murtahin berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan 
untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun). 
b. Kewajiban Murtahin 
1) Bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal 
itu disebabkan oleh kelalaianya.  
2) Tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.  
3) Berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada rahin jika utangnya 
telah dilunasi.79 
c. Hak Rahin (yang Menggadai) 
1) Rahin berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan 
sesudah melunasi pinjaman hutangnya.  
2) Rahin erhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya harta 
benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.  
3) Rahin berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah 
dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainya. 
4) Rahin berhak meminta kembali harta benda gadai apabila murtahin 
diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya. 
d. Kewajiban Rahin 
1) Rahin berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam 
tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang 
ditentukan oleh murtahin.  
2) Rahin berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila 
dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan murtahin tidak dapat 
melunasi uang pinjamanya.80 
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Analisis hak dan kewajiban menurut pendapat Jumhur Ulama, berkaitan 
dengan pelaksanaan pitaggallang tana yang dilakukan masyarakat yaitu 
semestinya bertanggung jawab atas sawah yang berstatus sebagai jaminan, tidak 
diharuskan melibatkan pihak ketiga karena bisa dikategorikan adanya kelalaian. 
Murtahin tidak boleh menggunakan menggunakan barang gadai untuk 
kepentingan pribadinya apalagi dalam hal mengambil keuntungan karena bisa 
merugikan pihak penggadai (rahin). Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat 
yang ada di Desa Parigi. Apabila persoalan syarat dan rukun gadai serta hak dan 
kewajiban tidak dijalankan maka bertentangan dengan anjuran hukum Islam. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pitanggallang tana yang ada di Desa 
Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa tidak sah sebagaimana 
pendapat Jumhur ulama, karena rukun dan syarat tidak terpenuhi sesuai dengan 
anjuran hukum Islam. 
4. Pitaggallang Tana Tanpa Batas Waktu 
Berkaitan dengan kebiasaan masyarakat di Desa Parigi dalam pelaksanaan 
pitaggallang tana yakni serupa dengan ketentuan gadai tanah sawah menurut 
hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah tersebut 
kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai 
batas waktu gadai tersebut berakhir.81 
Dengan melihat persoalan yang terjadi di masyarakat di Desa Parigi serta 
hubungannya dengan hukum adat yang tidak disebutkan secara tegas batas 
waktunya. Kemudian berbeda dengan ketentuan yang dijabarkan dalam Hukum 
Agraria di atas kemudian dipertegas dalam ketentuan pasal 7 Perpu Nomor 
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56/1960 untuk tanah pertanian atau dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 
1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi: 
1) Barang siapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada 
waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau 
lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu 
sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak 
untuk menuntut pembayaran uang tebusan. 
2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum 
berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya 
kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan 
membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumusnya 
dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 
tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa 
pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada 
selesai dipanen.82 
Sementara dalam hukum Islam juga tidak ada ketentuan khusus terkait 
berakhirnya waktu, tetapi Imam Malik mengungkapkan bahwa dalam gadai 
waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas 
waktunya, maka menjadi tidak sah. 
Menarik kesimpulan bahwa mestinya masyarakat di Desa Parigi harus 
senantiasa merujuk pada aturan-aturan tertentu dikarenakan apabila dalam 
pelaksanaan pitaggallang tana tidak ditentukan dan tidak diketahui batas 
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5. Hukum Pemanfaatan atau Pengelolahan Barang Gadai 
Berkaitan dengan pemanfaatan atau pengelolahan barang gadai dalam 
pitaggallang tana dengan pendapat Jumhur Ulama, yaitu :  
Dalam transaksi hutang piutang akad gadai bertujuan untuk meminta 
kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama 
hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (murtahin) tidak 
dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang 
yang menggadaikan (rahin).  
Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak 
ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk qiradh yang 
mengalirkan manfaat adalah riba.83 Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an 
surah Ali-Imran/3:130 yaitu : 
  ََ ََ ََََ  ََ ََََ  ََََ  َََ
 َ   َََََ
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.”84 
Adapun beberapa pendapat para jumhur ulama terkait pemanfaatan barang 
yang digadai sebagai bentuk jaminan antara lain :  
Menurut imam Syafi’I menghukumi bahwa tidak boleh memanfaatkan 
barang gadaian meskipun pemiliknya mengizinkan, mereka beralasan karena hal 
itu mengambil keuntungan dari hutang. Hal itu jelas diharamkan oleh agama 
sebagaiman diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW : 
 
 
 83Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, alih bahasa. H. Kamaludin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al- 
Maarif, 1996), h. 141. 
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ََمْنفََعةًَفَُهَوَِربًَا َقَْرٍضََجرَّ  ُكلُّ
Artinya : 
 “Setiap utang yang menarik manfaat itu termasuk riba”. (HR. Haris 
 ibnu Abi Usamah).85 
 
Imam Syafi’I memperkuat pendapatnya di atas dalam kitab al-Um pada 
bab “Yang Dapat Merusak Gadai”. Ia mengatakan ““Manfaat dari barang 
jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupun dari barang 
jaminan itu bagi yang menerima gadai, untuk mengambil manfaatnya”.86 
Pernyataan tersebut didukung oleh Hadis Nabi, yaitu : 
ْهُنَلَهَُُغْنُمهََُوَعلَْيِهَُغْرُمهَُ  الََيَْغلَُقَالرَّ
Artinya : 
“Barang gadaian tidak boleh ditutup, miliknyalah keuntungannya dan 
atasnyalah kerugiannya.” (HR. ad-Daraquthni, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi. 
Lihat Irwa’ul Ghalil no. 1410). 
Dengan kasus lain, menurut pendapat pertama, si murtahin boleh 
mengambil manfaat barang yang digadaikan itu jika menghendaki nafkah, seperti 
kambing, sapi dan sebagainya. Kebolehan itu untuk sekedar mengganti ongkos 
biaya hidup binatang-binatang tersebut dan tidak boleh lebih dari itu, maka 
dihukumi riba, diperkuat oleh Hadis Rasulullah, yaitu : 
َكاَنَ إِذَاَ بِنَفَقَتِِهَ يُْشَرُبَ َ الدَّر ِ َولَبَُنَ َمْرهُونًا،َ َكاَنَ إِذَاَ بِنَفَقَتِِهَ يُْرَكُبَ ْهُنَ الرَّ
 َمْرهُونًا،ََوَعلَىَالَِّذىَيَْرَكُبََويَْشَرُبَالنَّفَقَةَُ
Artinya : 
“Barang gadaian ditunggangi dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan 
hewan yang mengeluarkan susu dapat diminum dengan nafkahnya apabila 
digadaikan, dan kewajiban yang menunggangi dan meminum adalah 
memberi nafkah.” (Shahih, HR. al- Bukhari dan Hamar bin Salamah). 
 
 85Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar MediaEka Sarana, 2009), h. 
384. 




 Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukum kebolehan memanfaatkan 
barang gadaian oleh si pegadai jika hal itu diizinkan oleh si pemilik barang, 
artinya jika tidak diizinkan maka haram bagi si pegadai memanfaatkan barang 
tersebut. Kesimpulannya adalah boleh selama ada izin dari pemilik barang.87
 Menurut mazhab Maliki rahin tidak boleh memiliki hak langsung untuk 
memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapatkan izin dari murtahin, sedangkan 
penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat apapun bila hal tersebut 
disyaratkan dalam akad.88 
Menurut Imam Malik bahwa manfaat atau hasil dari barang yang 
digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan. Akan tetapi si penerima gadai 
dapat mengambil manfaat berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati oleh 
kedua bela pihak. 
Sedangkan Imam Hambali lebih melihat kepada barang yang digadaikan. 
Adakalanya barang yang digadaikan itu berupa binatang yang bisa dijadikan 
kendaraan, berternak dan bisa diperah. Menurut Imam Hambali boleh kita 
menungganginya, memeras susunya tanpa seizin dari pihak pemilik barang 
gadaian. Adakalanya barang yang digadaikan itu bukan berupa binatang, maka si 
penerima gadai boleh mengambil manfaat dengan seizin pemilik barang gadaian. 
Menurut Imam Hambali, dibolehkannya mengambil manfaat bagi penerima gadai 
itu bukan dikarenakan sebab menghutangkan, kalau sebab itu maka menurutnya 
termasuk riba dan haram meskipun ada izin dari pemilik barang gadaian.89 
Dari beberapa pendapat mengenai pemanfaatan harta benda yang 
digadaikan dalam hutang piutang sebagai bentuk jaminan, boleh atau tidak. Maka 
dari itu menarik kesimpulan bahwa persoalan pemanfaatan gadai selama jika 
 
 87Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 262. 
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dalam transaksi gadai menggadai tidak mengambil keuntungan ataupun 
mengandung unsur riba sesuai dengan ketentuan syarat dan akad gadai serta dalil 
dari gadai tersebut dan selama mendapatkan izin dari kedua bela pihak maka 
dalam hukum memanfaatkan sebagai nafka itu boleh saja akibat dari konsekuensi 
pemeliharaan barang gadaian. 
Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para Jumhur Ulama, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, berkaitan dengan pelaksanaan hutang 
piutang dengan adanya pitaggallang tana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 
Parigi adalah tidak memperhatikan anjuran Hukum Islam. Hal demikian 
merupakan kebiasaan yang terjadi dalam prakteknya di masyarakat. Maka dengan 
itu dalam pelaksanaan pitaggallang tana tersebut menjadikannya tidak sah atau 
tidak syar’i. 
Maka dalam kegiatan muamalah tersebut sangat dianjurkan untuk betul-
betul memperhatikan perintah agama. Menginkari kewajiban melaksanakan 
syariat Islam secara menyeluruh, adalah sebuah kekufuran yang wajib dijauhi oleh 
setiap umat Islam. Sedangkan kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan 
semua kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat serta menjauhi semua 
larangannya. Sebagaimana telah di jelaskan dalam QS al-Muddatstsir/74:38 : 
 َ َ  َ َ  َََََ
Terjemahnya : 
 “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. 
Dengan adanya persoalan pengelolahan sawah yang gadai sebagai jaminan 
maka dari kedua bela pihak antara rahin dan murtahin selama berangkat pada 
dalil saling menyeru kepada kebaikan dan atas dasar kepercayaan tanpa ada yang 




kesepakatan bersama. Sebagaimana diperintahkan dalam QS an-Nisa/4:29. Allah 
SWT berfirman :  
  ََ ََ ََََ  ََ  ََ  ََ   َََََََ
 َ ََ َََ  َ  ََََ َ َ  َََََ
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”90 
Dari penjelasan ayat di atas yakni larangan membunuh diri sendiri 
mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain 
berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Artinya 
dalam proses menjalani amanah dari transaksi gadai sawah dalam hutang piutang 
selama itu berusaha mencari penyelesainnya dan tidak saling mencelakakan serta 
tidak saling merugikan satu sama lain maka itu diperbolehkan. Namun ketika 
dalam proses muamalah telah diketahui dalilnya dan tidak menjalankannya maka 
itu sangat tidak diperbolehkan sebab tergolong ke dalam perbuatan yang tidak 
menjalankan syariat Islam. 
Maka dari itu sebelum melaksanakan interaksi sosial sesama umat manusia 
khusunya masyarakat di Desa Parigi harus betul-betul memperhatikan pentingnya 
anjuran hukum Islam. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran sebelum 
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Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pitaggallang Tana dalam Hutang Piutang di 
Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”, serta penelitian yang 
penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan hutang piutang dengan adanya pitaggallang tana yang 
dilakukan oleh masyarakat di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 
Kabupaten Gowa, dalam prosesnya pihak penggadai (rahin) mendatangi 
pihak pemegang gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna 
untuk memenuhi kebutuhan dengan menghadirkan sawah sebagai jaminan. 
Melakukan transaksi akad dengan sistem kekeluargaan atas dasar 
kepercayaan tanpa melibatkan tokoh pemerintah sebagai penyedia legalitas 
serta tokoh agama selaku pembimbing agar mengedepankan anjuran 
hukum Islam. Hak dan penguasaan/pengelolahannya sepenuhnya berada 
ditangan pihak pemegang gadai (murtahin) sampai pelunasannya. 
Pembayaran hutang dilakukan oleh pihak penggadai (rahin) kepada pihak 
pemegang gadai (murtahin) pada umunya tidak menetapkan adanya 
batasan waktu, sehingga dalam pelaksanaanya terjadi sampai puluhan 
tahun, bahkan hingga menghadirkan permaslahan-permaslahan dan resiko 
dalam pelasanaanya.     
2. Praktik gadai dalam pitaggallang tana yang dilakukan oleh masyarakat di 
Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, jika dilihat 
berdasarkan syarat dan rukun gadai itu tidak kuat, tidak sah serta 




di sini adalah tidak adanya legalitas atau bukti perjanjian yang dihadirkan, 
kemudian tidak sah yang dimaksud adalah terkait akad sighat tidak 
menetapkannya batasan waktu sehingga mengandung unsur jahaalah 
(tidak diketahui, tidak jelas). Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaanya 
adalah tidak berdasrkan hukum Islam serta tidak menghadirkan tokoh 
pemerintah ataupun tokoh agama, sehingga dalam pelaksanaanya 
berpotensi merugikan salah satu pihak.  
3. Pelaksanaan pitanggallang tana di Desa Parigi Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa dalam hal pemanfaatan/pengelolahan 
sawah yang berstatus sebagai jaminan sepenuhnya di pihak pemegang 
gadai (murtahin) serta tidak menentukan jangka waktu, apabila tidak 
ditentukan maka tidak sah. Sawah yang berstatus sebagai jaminan 
mestinya menjadi barang agunan/tertahan tidak diperbolehkan ada yang 
mengambil keuntungan, sebab pemanfaatan barang gadai yang berlarut-
larut mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Mengharuskan 
pemanfaatan barang gadai menimbulkan keuntungan dan bebas begitu saja 
maka sangat bertentangan dengan hukum Islam. Kebiasaan yang di 
lakukan dalam pelaksanaan pitaggallang tana, akibat kurangnya 
pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya hukum Islam. 
Dalam persoalan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar 
tidak larut dalam kebatilan maka akan menjadi catatan penting bagi 
masyarakat bersama pemerintah, pemangku adat serta tokoh agama untuk 
melakukan peninjauan kembali. Kenyataannya menunjukkan bahwa dalam 
pelaksanaan pitaggallang tana di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 
Kabupaten Gowa bertentangan dengan Syari’at Islam, karena rukun dan 




B. Implikasi Penelitian 
Dengan adanya uraian-uraian di atas maka penulis memberikan saran-
saran untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu : 
1. Dalam pelaksanaan hutang piutang dengan adanya Pitaggallang Tana 
yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Parigi Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa agar kiranya lebih memperhatikan 
aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya gadai menggadai barang 
agar tidak melenceng dengan Syari’at Islam. 
2. Pelaksanaan pitaggallan tana tersebut proses akad atau perjanjian dari 
kedua bela pihak mestinya melibatkan tokoh pemerintah sebagai penyedia 
legalitas (surat perjanjian) serta tokoh agama selaku pembimbing agar 
mampu mengedepankan anjuran hukum Islam. 
3. Untuk memanimalisir masalah dan resiko dalam pelaksanaan pitaggallang 
tana tersebut lebih baik menjadikan sertifikat sebagai bukti barang 
jaminan, bukan menganbil manfaat pada barang gadai tersebut. 
4. Dalam pelaksanaanya semestinya menghadirkan adanya batasan waktu 
agar proses pelaksanaanya menjadi sah dan tidak bertentangan hukum 
Islam. 
5. Lebih memperhatikan rukun dan syarat sahnya dalam gadai, 
memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta meperhatikan 
aturan-aturan terkait pengelolahan/pemanfaatannya agar tidak ada yang 
dirugikan. 
6. Dalam hal pitaggallang tana di Desa Parigi, masyarakat bersama 
pemerintah, pemangku adat dan tokoh agama seharusnya melakukan 
peninjauan ulang, penyuluhan, sosialisasi terhadap pentingnya 
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A. Pihak Pemerintah Desa 
1. Bagaimana keadaan ekonomi pada masyarakat Desa Parigi? 
2. Bagaimana tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Parigi? 
3. Apakah pihak desa mengetahui apabila masyarakat melakukan 
Pitaggallang Tana/gadai sawah? 
4. Dalam pelaksanaan Pitaggallang Tana, apakah dicatat dalam agenda desa? 
5. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan proses akad 
dalam transaksi hutang piutang dengan adanya Pitaggallang Tana? 
6. Bagaimana tata cara pelaksanaan akad Pitaggallang Tana yang diketahui 
oleh pihak pemerintah desa? 
7. Jika terjadi sengketa atau wanprestasi mengenai Pitaggallang Tana, 
apakah pihak pemerintah desa dilibatkan? 
8. Dalam Pitaggallang Tana, bagaimanakah proses pengelolahan sawah yang 
telah berstatus sebagai jaminan? 
9. Apakah dalam proses Pitaggallang Tana masyarakat Desa Parigi mengacu 
pada kebiasaan ataukah pada hukum Islam? 
10. Apakah anda mengetahui tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat 
terkait penerapan hukum Islam dalam proses hutang piutang dengan 
adanya Pitaggallang Tana? 
11. Apakah solusi yang ditawarkan terkait proses Pitaggallang Tana agar 
masyarakat tetap mengacu pada hukum Islam?  
B. Tokoh Masyarakat 
1. Apa yang menjadi motivasi/dorongan masyarakat Desa Parigi untuk 
melakukan transaksi hutang piutang dengan adanya Pitaggallang Tana? 
2. Bagaimanakah keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan 
Pitaggallang Tana baik dari pihak penggadai (rahin) maupun pihak 
penerima gadai (murtahin)? 
3. Bagaimana tata cara akad yang terjadi pada masyarakat, baik gadai biasa 
maupun gadai sawah di Desa Parigi? 
4. Apakah kedua belah pihak yang melakukan akad Pitaggallang Tana 
menghadirkan para saksi? 




6. Dalam Pitaggallang Tana, bagaimanakah pengelolahan sawah yang telah 
berstatus sebagai jaminan? 
7. Apakah kedua belah pihak menegetahui hak dan kewajibannya? 
8. Apakah anda mengetahui tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat 
terkait penerapan hukum Islam dalam proses hutang piutang dengan 
adanya Pitaggallang Tana? 
9. Apakah solusi yang ditawarkan terkait proses Pitaggallang Tana agar 
masyarakat tetap mengacu pada hukum Islam?  
C.  Pertanyaan ke pihak Rahin (Penggadai) dan pihak Murtahin (Penerima 
Gadai) 
1. Apakah latar belakang sehingga anda melakukan transaksi hutang piutang? 
2. Bagaimanakah transaksi hutang piutang yang dilakukan sehingga adanya 
Pitaggallang Tana? 
3. Bagaimanakah proses pengelolahan sawah yang berstatus sebagai 
jaminan? 
a. Dikelolah oleh pihak siapa? 
b. Bagaimana proses pembagian hasilnya? 
4. Bagaimanakah pendapat anda terkait pengelolahan sawah yang telah 
dijaminkan? 
a. Berapa lamakah sawah tersebut berstatus sebagai jaminan? 
b. Apakah dalam prosesnya mengacu pada hukum Islam atau kebiasaan? 
c. Apakah tidak ada pihak yang merasa dirugikan?  
d. Apakah tidak mengandung unsur riba? 
5. Bagaimanakah proses penyelesaiaan Pitaggallang Tana dalam hutang 
piutang? 
D.  Pihak Penggadai (Rahin) 
1. Apakah yang menjadi dorongan/motivasi bapak/ibu menggadaikan 
sawahnya? 
2. Bagaimanakah cara bapak/ibu menawarkan sawah yang akan digadaikan? 
3. Apakah anda bertemu langsung dalam satu tempat dengan penerima gadai 
saat melakukan perjanjiaan akad Pitaggallang Tana? 
4. Berapa luas sawah, terletak dimana dan berapa jumlah uang yang 
penggadai terima? 
5. Apakah anda menghadirkan saksi atau bukti perjanjian?  
 
 
6. Apakah anda menentukan batasan waktu dalam Pitaggallang Tana?   
7. Sejak kapan anda menyerahkan sawah yang digadaikan ke pihak penerima 
gadai?     
8. Apakah sawah yang digadaikan dikelolah oleh pihak penerima gadai? 
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai? 
10. Berapa lama anda menggadaikan sawah dan bagaimana proses 
penyelesaiannya?   
E.  Pihak Penerima Gadai (Murtahin) 
1. Apakah yang menjadi dorongan/motivasi bapak/ibu untuk melakukan akad 
gadai sawah? 
2. Bagaimana cara menerima akad dalam Pitaggallang Tana? 
3. Apakah anda bertemu langsung dalam satu tempat dengan penerima gadai 
saat melakukan perjanjiaan akad Pitaggallang Tana? 
4. Apakah anda menghadirkan saksi atau bukti perjanjian?  
5. Sejak kapan anda menyerahkan uang ke pihak penggadai? 
6. Sejak kapan pihak penggadai menyerahkan sawahnya yang dijadikan 
sebagai jaminan? 
7. Apakah anda menetukan batasan waktu dalam proses akad Pitaggallang 
Tana? 
8. Apakah yang menjadi hak dankewajiban penerima gadai? 
9. Apakah penerima gadai merasa memiliki hak atas barang gadai sehingga 
sawah tersebut bisa dikelolah atau dipihak ketigakan? 
10. Apakah solusi anda untuk memberikan keringanan ketika penggadai 

























































Ket. Gambar  :  Wawancara dengan informan 
dengan pihak penggadai (rahin) dan pihak  









Ket. Gambar : Wawancara dengan Kasi dan 














Ket. Gambar :  Wawancara dengan Bapak 







Ket. Gambar : Wawancara dengan Bapak Idris 







Ket.  Gambar : Wawancara dengan Bapak 
Hizbullah Ardan selaku Sekretaris Desa 
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